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POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERSPEKTIF MASLAHAH

ABSTRAK

Nabila Septia Imani
NIM. 1817303027
Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-
undangan telah disahkan pada tanggal 16 Juni 2022 lalu, menuai pro dan kontra
dari masyarakat akan politik hukumnya. Secara khusus, masyarakat memiliki
keraguan pada aspek partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful
participation dalam UU tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan adanya analisis lebih
lanjut mengenai keberadaan meaningful participation dalam politik hukum
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (/ibrary research).
Suatu penelitian kepustakaan yang mengarah pada penelitian yuridis normatif
dengan metode pendekatan yang berupa pendekatan undang-undang  (statute
approach). Metode pengumpulan data yang diterapkan yaitu metode dokumentasi.
Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan peraturan perundang-undangan .

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum Undang-undang
nomor 13 Tahun 2022 yang dimaksudkan oleh para legislator adalah memperkuat
sistem perundang-undangan di Indonesia yang diantaranya peningkatan kualitas
proses legislasi, pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab serta
kewenangan lembaga negara dalam proses legislasi, dan peningkatan meaningful
participation. Kemudian berdasarkan analisis menggunakan teori the ladder of
citizen participation dikatakan bahwa meaningful participation dalam Undang-
undang P3 terbaru ini menduduki tangga partisipasi tertinggi yakni delegated
power dan citizen control yang mana terklasifikasikan dalam degrees of power
atau tingkatan dengan keberadaan rakyat yang berdaulat. Berdasarkan perspektif
konsep maslahah dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari undang-undang P3
terbaru ini mampu mercerminkan adanya kemaslahatan di dalamnya.
Kemaslahatan yang dimaksud dikelompokkan dalam kebutuhan hajjiyah yaitu
suatu maslahah yang mampu menunjang keberadaan maslahah di atasnya namun
jika diabaikan akan menimbulkan resiko bagi kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Undang-undang P3, Meaningful Participation, Maslahah, Politik
Hukum.
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman
pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987. Di bawah ini
daftar huruf-huruf Arab dan literasinya dengan huruf-huruf latin.

1. Konsonan

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama
J Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba' b -
o Ta' t -
o) Sa' S s (dengan titik di atas)
a Jim ‘L -
2\ Ha' h h (dengan titik di bawah)
¢ Kha' kh -
> Dal d -
> Zal . z (dengan titik di atas)
9 Ra' fi -
B Zai 2 .
s Sin S -
o Syin sy -
P Sad S s (dengan titik di bawah)
P Dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta' t t (dengan titik di bawah)
L za' z -




¢ ‘Ayn | Koma terbalik ke atas
¢ Gayn -
- Fa' f -

é Qaf q -

4 Kaf k -

J Lam [ -

¢ Mim m -

o Niin n -

9 Waw w -

» Ha’ h -

] Hamzah | Apostrof
&S Ya ¥ _

Vokal

Dalam penelitian aksara bahasa Arab terdapat beberapa macam vokal,
terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal dalam penelitian bahsa Arab berupa tanda atau harakat, dengan

transliterasinya sebagai berikut:

Harakat Nama Huruf Latin Nama
& Fathah A A
o Kasrah I I
& Dammah U U

misalnya: JG :qala, Z}-f\-;- : ja’ilun; dan ?\-I:»}fa : mursalah.
Vokal rangkap bahasa Arab lainnya dapat berupa gabungan antara

harakat dan huruf, yakni dengan transliterasinya sebagai berikut:

xi



Tanda Nama Huruf Latin Nama

Fathah dan ya Ai A dan 1

G
—\

o
—\

Fathah dan wau Au A dan U

misalnya: Cﬂ-¢,§ : kaifa;

J}ﬁ : haula

Maddah
Maddah atau jenis vokal panjang yang lambangnya berupa harakat

dan huruf] transliterasinya berupa gabungan antara huruf dan tanda, yaitu:

Huruf dan
Tanda Nama Nama
tanda

s Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas

Y, Kasrah dan ya i i dan garis di atas

j_’ Dammah dan wau i u dan garis di atas
misalnya: Yl > illa;
i | Inni

3

Ta Marbiitah

Transliterasi dari Ta Marbitah sendiri terbagi menjadi dua macam,
yaitu: Ta Marbiitah yang hidup atau dengan harakat berupa fathah, kasrah,
dan dammah, yakni transliterasinya adalah [t]. Sedang 7a Marbitah yang
mati atau mendapat harakat sukun maka transliterasinya adalah [h], begitu
pula dengan Ta Marbiitah diikuti dengan kata bersandang al- serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ditranliterasikan dengan ha (h).

P o
e e e

lil-malaikati
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5.

ixlian maslahah

Z"Li‘%j‘ sl al-maslahah mursalah

Syaddah (tasydid)
Dalam sistem tulisan Arab terdapat syaddah atau tasydid yang
dilambangkan dengan sebuah tanda (<), dalam transliterasi ini dilambangkan

sebagai pengulangan huruf atau konsonan ganda yang diberi tanda tersebut.

Contoh: ;51 . inni;
- j/
QY ) . rabbuka;

f}ﬂ-\ . al-haqqu.

Jika terdapat huruf < (ya) bertasydid di akhir sebuah kata yang

didahului oleh huruf berharakat kasrah (::), maka ia ditrasliterasikan seperti

halnya huruf maddah.
Contoh: iﬁ/i :inni

Kata sandang
Baik dengan diikuti oleh huruf syamsiyah atau gamariyyah, kata
sandang tetap ditulis secara terpisah dari kata yang mengikuti kemudian

dihubungkan dengan tanda hubung atau sambung.

Contoh: iﬁ-\ . al-haqqu;

ALad) ¢ gl-maslahah
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7.

8.

9.

Hamzah

Di awal %“ illa
Di tengah G Al Lil-malaikati
Di akhir W 3 F1syai-in

penelitian kata

oW 1
0 \/si/,y
Ul-?-s A

!

illa rahmatan li’alamin

S5l £ 06 3

wa iz qala rabbuka lilmala-ikati

Huruf Kapital
LY N Wa ma arsalnaka illa  rahmatan
G 5L SR

li’alamin

Wa iz qala rabbuka lilmala-ikati
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum telah
mengalami perjalanan yang sangat dinamis baik dalam gagasan, tatanan
maupun dalam penerapannya. Jika ditarik garis lurus dinamika ini dapat
diamati secara historis dari fakta-fakta sejarah ketatanegaraannya, yang mana
Indonesia pernah memberlakukan beberapa konstitusi berupa UUD 1945,
UUD Republik Indonesia Serikat, UUD Sementara 1950, UUD 1945 dan
sekarang undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil
dari amandemen pada tahun 1999-2002. Dari dinamika inilah Indonesia
sebagai negara hukum menempatkan Kkonstitusi sebagai dasar dalam
menjalankan ketatanegaraannya. Keberadaan undang-undang di masyarakat
dalam suatu negara merupakan sebuah upaya yang digunakan selain untuk
mengatur kehidupan dari masyarakat di dalamnya namun juga mengatur
tentang upaya untuk mencapai cita-cita dari negara tersebut tanpa
menghilangkan rasa keadilan bagi masyarakat dalam
mengimplementasikannya. Dengan urgensi keberadaan undang-undang
tersebut tentu dalam pembentukannya tidak dengan diskusi ataupun debat
kusir semata, banyak langkah yang harus dilalui untuk menjadikan sebuah ide
disahkan sebagai undang-undang. Adanya konstitusi di Indonesia tidak
semata untuk pegangan sebagai alat pelengkap struktur ketatanegaraan saja,

melainkan terdapat dasar-dasar yang melandasi pembuatan dasar-dasar



konstitusi suatu negara seperti halnya undang-undang turunan dari Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya tiga
landasan utama a) landasan filosofis, yaitu suatu dasar filsafat atau pandangan
yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat serta kebijasanaan
(pemerintah) ke dalam suatu rencana atau rancangan peraturan negara. Seperti
halnya kedudukan pacasila di Indonesia misalnya, yakni sebagai dasar filsafat
perundang-undangan, dengan prinsip tersebut menjadikan dasar bahwa
peraturan dibuat tidak untuk bertentangan dengan dasar filsafat suatu negara;
b) Landasan yuridis, ialah ketentuan hukum yang membingkai dasar hukum
(rechtground) bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya UUD 1945 yang
menjadi landasan yuridis bagi pembentukan undang-undang organik.
Selanjutnya undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi regulasi
turunannya - seperti  Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Presiden,
Peraturan Daerah, dan lain sebagainya; c) Landasan Politis, ialah garis
kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-
kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintah negara.'

Selain dengan menjadikan tiga landasan sebagai fondasi kuat
dibuatnya suatu peraturan tentu penyusunan juga terdapat komponen-
komponen lain yang diantaranya konteks serta tujuan penyusunannya; tujuan
yang ingin dicapai; pokok-pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan

diatur; dan jangkauan serta arah pengaturan.”? Dalam penyusunan suatu

' Solly Lubis, Landasan dan Tekni Perundang-undangan (Bandung: Penerbit Mandar Maju,
1995), hlm.7-8.

2 M.A.H. Tahapary, “Arsenal Moral dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”,
https://fh.unpatti.ac.id., diakses 25 Oktober 2022.


https://fh.unpatti.ac.id.,

peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan juga mengenai etika
maupun moral dari tim perancang dan analis hukum yang harus berpegang
pada etika terhadap rekan sejawat dengan sikap saling menghormati baik
secara vertikal maupun horizontal serta etika terhadap masyarakat yang
merupakan objek yang terkena dampak dari pengaturan perundang-undangan?
yang demikian membuktikan bahwa aspek moral juga memberikan kontribusi
yang signifikan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan
karena tanpa adanya moral yang baik maka produk hukum yang dihasilkan
tentu tidak maksimal dalam mengakomodir seluruh aspek kehidupan
masyarakat secara utuh.

Secara umum negara Indonesia didirikan dengan beragam harapan
yang menyertainya, diantaranya memiliki tujuan untuk melindungi seluruh
tumpah darah; mewujudkan kesejahteraan bersama; mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagai mana yang disebutkan dalam
naskah Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Sebagai negara hukum yang dalam rangka menyempurnakan tujuan
tersebut maka harus dapat melaksanakan pembangunan hukum nasional. Di
mana harus ada yang namanya kebijakan berupa usulan seseorang, kelompok,
atau pemerintah dalam pengaturan tertentu atas satu ataupun beberapa

masalah yang kemudian mampu menjadikan tujuan nasional itu tercapai,

3 Kanwil Jogja, “Perancangan-analis hukum kemenkunham DIY pelajari etika dalam

penyusunan Perda”, https://jogja.kemenkumham.go.id., diakses 25 Oktober 2022.


https://jogja.kemenkumham.go.id.,

dengan demikian disebutlah kata politik yang mendasari pembuatan suatu
produk hukum. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah /egal
policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan,
baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum
lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum yang berisikan
pilihan tentang hukum yang akan diberlakukan, dicabut atau tidak
diberlakukan dan semuanya bermuara pada mencapai tujuan negara.* Hal
inilah yang menjadikan politik hukum memiliki peran yang penting sebagai
kebijakan dasar, yakni suatu kebijakan yang mampu menentukan arah, cara,
dan seperti apa tujuan negara itu dicapai secara sekaligus. Politik hukum
dalam dinamikanya termaktub dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan pernyataan
bahwa terdapat RPJP atau rencana pembangunan jangka panjang sebagai alat
yang disebut politik hukum.

Menentukan suatu arah dan cara bagaimana untuk mengubah atau
mengganti regulasi guna mencapai cita-cita negara tentu terdapat banyak
pertimbangan yang dilalui tak terkecuali kondisi dari negara itu sendiri.
Seperti halnya negara Indonesia yang dengan keanekaragaman baik itu
sumber daya alam maupun sumber daya manusianya mengharuskan regulasi
atau kebijakan yang akan diterapkan harus compatible terhadap komponen di
dalamnya. Dengan dinamisasi kehidupan masyarakat global tidak menutup

kemungkinan bahwa permasalahan akan ikut serta berkembang pula, atas

4 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), him. 9.



dasar kesejahteraan bersama beberapa regulasi dilayangkan untuk diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.

Demikianlah undang-undang memiliki kedudukan penting dalam
kehidupan bernegara yang dengan ideal menerapkan tiap peraturan yang
diberlakukan sehingga mencerminkan cita hukum dan cita negara Indonesia,
suatu peraturan yang akan diundangkan tentu mengalami tahapan yang tidak
mudah untuk dilalui, dimulai dari penyusunan naskah akademik yang tidak
hanya menuangkan ide-ide yang dirancang sejak awal saja tetapi juga
menentukan kemana rancangan undang-undang ini akan tertuju apakah hanya
menuju pada kepentingan masyarakat dalam artian kesejahteraan masyarakat
secara umum kah, atau sebagai regulasi yang hanya menguntungkan beberapa
pihak saja. Guna menghindari adanya pembentukan peraturan perundang-
undnagan yang asal-asalan dan tidak terstruktur dengan demikian dimanatkan
oleh Pasal 22A dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tauhn 1945 bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan
undang-undang diatur dengan undang-undang”, maka diundangkanlah
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan pada Tanggal 22 Juni 2004.

Suatu produk hukum sejatinya terus berjalan mengikuti perubahan
lingkungan di sekitarnya seperti pola pikir masyarakat di dalam negara yang
diaturnya, maka demikian suatu peraturan akan berlaku efisien dan efektif
dalam kehidupan bernegara. Perubahan-perubahan itu tak luput pada undang-

undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau disebut



sebagai Undang-undang P3, yakni terjadi perubahan yang signifikan hingga
harus mencabut secara keseluruhan isi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 dan diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
Selanjutnya perubahan mengenai Undang-undang P3 kembali diubah menjadi
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 4
Oktober 2019 dengan sifatnya sebagai penyempurna atas Undang-undang P3
sebelumnya sehingga tidak mengubah secara keseluruhan dai Undang-undang
P3 sebelumnya.

Suatu perubahan pada peraturan perundang-undangan tentu akan
berdampak luas pada aturan-aturan lainnya sehingga secara tidak langsung
akan mempengaruhi bagaimana kesejahteraan pada masyarakat dalam negara
itu. Beberapa perubahan yang terjadi pada Undang-undang P3 juga
menimbulkan efek domino pada berbagai regulasi turunannya dalam
ketatanegaraan di Indonesia. Demikian juga terjadi pada perubahan atas
Undang-undang P3 saat ini, terdapat perubahan kembali mengenai muatan-
muatannya sehingga memperluas efek domino tersebut. Suatu penulisan
rancangan perundang-undangan haruslah melibatkan adanya perasaan dan
nyawa yang mampu menjadikan undang-undang yang dibuat menjadi lebih
bermakna, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dengan
meminimalisir atau bahkan tanpa adanya kerugian yang didapat masyarakat
atas perubahan yang dibuat. Begitulah sekiranya Undang-undang P3 harus
dibuat, namun pada awal kemunculan dari Undang-undang P3 yang terbaru

yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua



Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan justru sudah menuai pro dan kontra.

Bahwa dalam pembentukan Undang-undang P3 terbaru ini justru tidak
memperhatikan partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam
Undang-undang P3 sebelumnya, serta pembentukannya yang dinilai tergesa-
gesa, di mana pada praktiknya partisipasi masyarakat hanya sampai pada
tangga informing karena informasi hanya diberikan secara satu arah dari
pembentuk ke publik tanpa adanya jalur feedback serta tidak adanya kekuatan
untuk negosiasi,> sehingga dikhawatirkan tidak ada perubahan fundamental
di dalam perubahan kedua Undang-undang P3 ini.

Spekulasi ini didukung dengan adanya pendapat para pakar hukum
mengenai perubahan undang-undang nomor 12 tahun 2011 sebelumnya yang
menjadikan omnibus law atau konsep omnibus dianggap tidak relevan dengan
prinsip ketatanegaraan, justru menjadikan ommnibus law fleksibel dalam
undang-undang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 ini. Sehingga menaruh kecurigaan terhadap keberadaan revisi Undang-
Undang P3 yang kedua ini hanya sebagai alat untuk melegalkan omnibus law
tanpa mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
seperti  partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (meaningfull
participation), asas kejelasan, dan asas keterbukaan. Seperti halnya yang
disebutkan dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang mana dalam

pembentukan suatu peraturan perundang-undangan partisipasi masyarakat

> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Tunggu keterangan DPR, Pemohon Uji UU P3
Minta sidang ditunda", h#tps://www.mkri.id., diakses 29 Oktober 2022.


https://www.mkri.id.,

yang lebih bermakna (meaningful participation) harus dilakukan paling tidak
dalam tahapan-tahapan diantaranya: a) pengajuan rancangan undang-undang;
b) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD
sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan c)
persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Yang mana setiap tahapan
yang diklasifikasikan oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi dasar
partisipasi masyarakat yang sesuai.® Hal demikian pula lah yang
menimbulkan banyak pertanyaan mengenai terpenuhinya asas manfaat dalam
masyarakat itu sendiri.

Efek domino dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga
memiliki pandangan tersendiri dalam asas kemanfaatan, asas manfaat dalam
kehidupan bermasyarakat yang dimaksud di sini adalah bentuk asas manfaat
dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan istilah maslahah. Secara
bahasa maslahah merupakan bentuk peralihan dari kata al-masalih yang
diartikan sebagai hal yang mendatangkan kebaikan, namun pada beberapa
literatur para ulama ahli fikih sepakat bahwa maslahah merupakan suatu
manfaat yang tidak diamanatkan oleh hukum syar’i dan tidak ada pula dalil
syar'i yang membenarkan keberadaannya. Di mana maslahah tersebut
merupakan suatu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna dari

ayat Al-Quran maupun hadis meski pada dasarnya tidak disyariatkan secara

6 Artioko, Figih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful
Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” Jurnal Al-
Qisth Law Review, Vol. 6, No. 1, 2022, him. 77.



syar’i, sehingga keberadaan maslahah sendiri sangat penting dalam hukum
Islam. Adapun dengan mengatur ketentuan sesuai dengan Al-Quran dan
hadist juga dengan jalan ijtihad dengan menganalogikan permasalahan yang
dihadapi untuk kemudian diambillah suatu keputusannya, selain itu ijtihad
juga mempertimbangkan tentang kondisi dan situasi sosial masyarakat yang
diharapkan peraturan yang akan diterapkan menjadi peraturan yang mampu
memberi kemanfaatan sebagaimana mestinya dan tidak memberatkan
masyarakat.

Dalam konsep maslahah yang diusung oleh Imam al-Ghazali
kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan tujuan hukum Islam, yang
diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
Dan sebaliknya jika setiap hal yang merusak maupun menafikkan tujuan
hukum Islam, dalam hal ini Magqashid syariah maka disebut dengan mafsadat,
yang oleh karena itu sesuatu yang menghindarkan dari mafsadat disebut
sebagai maslahah.” Jika Kehadiran dari Undang-undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat
menuai banyak pro dan kontra, maka apabila ditinjau dalam kepustakaan
hukum Islam sendiri yang demikian adalah maslahah, suatu produk hukum
atau aturan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan harus didasarkan pada konsep atau gagasan manfaat tanpa

mendatangkan bahaya. Dengan orientasi maslahah yang berfokus pada

7 Asiah, Nur. “Maslahah Menurut Konsep Imam Ghazali”, Diktum: Jurnal Syari’ah dan
Hukum, Vol. 18, no.1, 2020, hlm. 123.
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konsep dasar menata kehidupan masyarakat yang diantaranya melingkupi
aspek pemeliharaan jiwa, akal hingga harta benda dalam hal perubahan kedua
terhadap UU P3 bagaimana kemaslahatan itu dirasakan oleh masyarakat
terlebih pada politik hukum dalam Undang-undang P3 tersebut. Serta
mengulas lebih dalam upaya lembaga yang berkepentingan menyusun
peraturan perundang-undangan yang apakah sudah sesuai jika dikaji dengan
sudut pandang maslahah sebagai salah satu konsep utilitarian yang ada.

Bertitik tolak dari rangkaian uraian di atas maka demikian
disimpulkan bahwa judul skripsi ini, yakni “Politik Hukum Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Perspektif Magslahah” merupakan suatu kajian
mengenai politik hukum dari undang-undang nomor 13 tahun 2022 dilihat
dari konsep utilitarian dalam keilmuan Islam, yakni maslahah.
Definisi Operasional

Guna menghindari adanya kesalahan dalam pemaknaan maka
penelitian ini penulis cantumkan beberapa penjelasan lebih rinci mengenai
fokus dan batasan apa saja yang digunakan peneliti dalam judul skripsi ini,

yakni sebagai berikut:



l.
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Politik Hukum

Dalam beberapa literasi seringkali terdapat kutipan mengenai
Politik Hukum menurut Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa politik
hukum adalah upaya untuk memilih strategi guna mencapai tujuan sosial
dan hukum tertentu dalam masyarakat (dengan menitikberatkan  pada
pendekatan sosiologis). Mengenai pemahaman tentang politik hukum, ada
beberapa perspektif yang sangat mendasar dalam ranah studi politik
hukum, untuk lebih spesifik di antaranya: pertama, apa yang direncanakan
untuk bisa dicapai dengan sistem hukum yang ada; kedua, strategi apa
yang dianggap paling efektif untuk bisa mencapai tujuan tersebut; ketiga,
kapan waktunya hukum itu perlu adanya perubahan dan melalui cara yang
bagaimana perubahan itu mestinya dilakukan; dan keempat, dapatkah
dirumuskan suatu pola yang baku untuk membantu memutuskan proses
pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara
baik.® Sederhananya politik hukum dapat diartikan sebagai upaya yang
dilakukan lembaga eksekutif untuk menentukan arah pembangunan hukum
di Indonesia. Demikian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah politik
hukum mengenai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, yakni
bagaimana arah politik dan strategi suatu produk hukum yakni Undang-
Undang 13 Tahun 2022 tantang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

8 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 10.
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2. Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengartikan perturan
perundang-undangan sebagai suatu peraturan tertulis yang menuat norma-
norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkakn oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedang Farida Indrati
memiliki pendapat yang menyatakan bahwa istilah perundang-undangan
(legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian
yang berbeda, yaitu:’

a. Perundang-undangan = merupakan proses pembentukan/proses
membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat
maupun di tingkat daerah;

b. Perundang-undangan adalah  segala peraturan negara, yang
merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat
Pusat maupun di Tingkat Daerah.

Dengan kata lain dua pengertian yang dimaksud Maria Indrati
adalah perundang-undangan yang mempunyai pengertian dari dua sisi,
yakni segi proses yang digambarkan pada kalimat "perbuatan membentuk
peraturan-peraturan" dan produknya pada kalimat "perundang-undangan

adalah keseluruhan peraturan negara".

® Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan

Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2006), him. 3.
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Demikian peraturan perundang-undangan merupakan peraturan
tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang untuk
membatasi tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Dalam
penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah
peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pada
undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Maslahah mursalah

Dalam keilmuan Islam, lebih tepatnya dalam hukum Islam terdapat
suatu konsep yang disebut sebagai maslahah. Imam al-Ghazali
menyebutkan bahwa kata maslahah diartikan " sebagai sesuatu yang
mendatangkan manfaat tanpa mendatangkan kerugian namun pada
hakikatnya suatu maslahah dalam menetapkan hukum harus serta
memelihara tujuan syara yang di antaranya memelihara jiwa, akal, agama,
keturunan, dan harta.!® Sedang secara sederhananya maslahah sendiri
didefinisikan sebagai sesuatu yang membuat orang mendapatkan
keuntungan (manfaat), baik itu dengan kehadirannya mampu
menghindarkan dari kerugian. Yang dimaksudkan dalam konsep maslahah
di sini adalah mengenai politik hukum dari Undang-undang 13 Tahun
2022 dalam sudut pandang maslahah yang apakah terdapat poin manfaat
atau justru hanya terdapat mufsadat atau kerugian di dalam politik

hukumnya.

10 Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslahah Mursalah
Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” Jurnal
Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 1, (April: 2022), him.38.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana politik hukum undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang
perubahan kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

2. Bagaimana politik hukum undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang
perubahan kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 perspektif
maslahah?

D. Tujuan Penelitian
Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang
dari penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui lebih spesifik mengenai bagaimana politik hukum
undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua undang-
undang nomor 12 Tahun 2011 Tantang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

2. Untuk menguraikan bagaimana politik hukum politik hukum undang-
undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua undang-undang
nomor 12 Tahun 2011 jika dianalisis menggunakan perspektif

maslahah.
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E. Manfaat Penelitian
Berikut adalah manfaat penelitian berdasarkan latar belakang
permasalahan dalam penelitian, diantaranya:
1. Manfaat teoritis
Suatu penelitian tentu memiliki latar belakang yang juga
menggambarkan mengenai manfaat serta tujuannya, begitu pula dengan
penelitian ini yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu
sumbangsih terhadap penambahan wawasan dan pengetahuan bagi
mahasiswa, maupun masyarakat mengenai pandangan maslahah terhadap
politik hukum Bagaimana politik hukum perubahan kedua atas undang-
undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang
termaktub dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022.
2. Manfaat secara praktis
Penelitian 1ni diharapkan bisa menjadi bahan acuan sekaligus
bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang bagaimana
pandangan serta mengetahui pandangan maslahah dalam politik hukum
perubahan kedua atas undang-undang tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2022.
F. Kajian Pustaka
Dalam penelitian ini tentunya peneliti telah menggali informasi dari
penelitian-penelitian, serta karya ilmiah dari berbagai kalangan khususnya
mengenai undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya maupun



16

yang terkait sebagai bahan perbandingan, baik dengan kekurangan dan
kelebihan yang sudah ada.

Selain itu peneliti juga meninjau beberapa hasil penelitian, sehingga
tidak akan terjadi pengulangan penelitian untuk kedepannya. Beberapa
penelitian yang menjadi acuan peneliti dalam menyusun penelitian skripsi ini
adalah sebagai berikut:

Tesis berjudul Analisis Fikih Siyasah Syar’iyyah Terhadap Proses
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, yang disusun oleh
Dimas Nur Kholbi dari program studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan
Ampel, 2019.!! Tesis ini membahas mengenai analisis fikih siyasah terhadap
proses dari pembentukan perundang-undangan yang disimpulkan bahwa
mekanisme yang digunakan dalam pembentukan undang yang terbaru di
waktu itu lebih relevan jika dibandingkan dengan Keppres No. 188 Tahun
1998.

Skripsi berjudul Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim
Konstitusi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif maslahah
mursalah, yang disusun oleh Afriza Lintang Pratiwi, dari UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri, 2022.'> Penelitian kepustakaan ini membahas tentang
bagaimana politik hukum dari pengaturan masa jabatan seorang hakim
mahkamah konstitusi dalam perspektif maslahah mursalah, dengan

mempertanyakan bagaimana pandangan maslahah mursalah sendiri terhadap

' Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Syar’iyyah Terhadap Proses Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Tesis, UIN Sunan Ampel, 2019.

12 Pratiwi, Afriza Lintang.“Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif maslahah mursalah”. Skripsi, UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri, 2022.
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politik hukum peraturan tersebut beserta pandangannya terhadap mekanisme
dalam pemilihan hakim dalam institusi mahkamah konstitusi.

Jurnal Al-Qisth Law Review ditulis oleh Figih Rizki Artioko, dengan
judul Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful
Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.'3

Jurnal dengan makna
partisipasi masyarakat dalam perubahan kedua Undang-undang Nomor 12
tahun 2011 sebagai objek penelitian yang sesuai putusan MK No. 91/PUU
XVI11/2020.

Jurnal Lex Specialis = yang ditulis oleh Wahyudin, Yoyon M.
Darusman, dan Bambang Wiyono dengan judul Politik Hukum dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Undang-undnag
No 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tahun 2020.!'* Dalam
jurnal tersebut terdapat suatu pembahasan yang sama dengan bahan
penelitian yakni membahas tentang politik hukum suatu produk hukum yang
berkaitan dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan

perundang-undangan. Di dalam jurnal disebutkan pula mengenai bagaimana

peran para pembentuk arah undang-undang tersebut dibuat yang harus bisa

13 Artioko, Figih Rizki. “Pengadopsian Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (Meaningful
Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” Jurnal Al-
Qisth Law Review, Vol. 6, No. 1, 2022.

4 Wahyudin, dkk. "Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Lex Specialis,
Vol.1, no. 2, 2020.
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menjadi alat untuk mewujudkan harapan rakyat, dengan mengedepankan

aspirasi dan peran dari masyarakat itu sendiri, serta membahas mengenai

hambatan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

No Nama Jumal/Skrip si/ Persamaan Perbedaan
Tesis
1 Dimas Nur | Tesis, Analisis | Terdapat Perbedaan yang
Kholbi Fikih siyasah | beberapa mendasar dalam
dusturiyah kesamaan yang | tesis ini yakni dalam
Terhadap ditemukan analisisnya tidak
Proses dalam tesis ini | melibatkan konsep
Pembentukan | dengan politik hukum
Peraturan penelitian yang | perihal
Perundang- sedang disusun | pembentukan
undangan  di | ini, yakni | undang-undang
Indonesia analisis yang dimaksud.
terhadap satu | Dan tidak
produk hukum | menggunakan

beserta perspektif maslahah
mekanismenya | dalam analisisnya.
dengan

menggunakan

suatu sudut

pandang.
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Afriza Skripsi, Politik | Persamaan Perbedaan yang
Lintang Hukum dalam  skripsi | didapat terlihat pada
Pratiwi Pengaturan ini ditunjukkan | objek penelitian
Masa Jabatan | pada yang lebih
Hakim penempatan mengarah ke suatu
Konstitusi maslahah produk hukum
dalam sebagai sebagai | mengenai
Undang- perspektif yang | pengaturan  masa
undang menganalisis jabatan hakim
Nomor 7 | politik hukum | konstitusi.
Tahun 2020 | dari objek
Perspektif penelitian
maslahah tersebut.
mursalah.
Fiqih Rizki | Jurnal, Persamaan Perbedaan yang
Artioko Pengadopsian | yang  terletak | mendasar tentu
Partisipasi dalam  jurnal | terdapat pada
Masyarakat ini adalah | penempatan
Yang bentuk partisipasi
Bermakna content masyarakat ~ yang
(Meaningful analysis bermakna
Participation) | terhadap suatu | (meaningful
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Dalam produk hukum | participation)

Undang- berupa

Undang Undang-

Nomor 13 | undang Nomor

Tahun 2022 | 13 tahun 2022

Tentang dengan

Perubahan beberapa

Kedua macam  teori

Undang- sebagai pisau

Undang analisisnya.

Nomor 12

Tahun 2011

Tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

Undangan.
Wahyudin, | Jurnal, Politik | Persamaan Perbedaan yang
Yoyon, M. | Hukum dalam | dalam  jurnal | didapat jika
Darusman, | Pembentukan | ini adalah | dibandingkan
dan Peraturan bahan utama | dengan  penelitian
Bambang Perundang- atau objek dari | ini adalah penelitian
Wiyono undangan penelitian yang | tersebut tidak
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Ditinjau  dari | digunakan, dianalisis
Undang- yakni  sama- | menggunakan teori
undang No 15 | sama mengulik | maslahah.

tahun 2019 | politik hukum

Tentang dari undang-
Perubahan undang  yang
Undang- mengatur

undang No 12 | tentang
Tahun 2011 | perubahan
Tentang peraturan
Pembentukan | perundang-
Peraturan undangan.
Perundang-

undangan.

Berdasarkan tabel pustaka di atas dapat dideskripsikan kebaruan
(novelty) dari sebuah penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian
mengenai analisis konsep maslahah terhadap politik hukum Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait

meaningful participation di dalamnya.
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G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan
ilmiah yang memaparkan bagaimana cara kerja suatu penelitian ilmiah itu
berlangsung, dan untuk memahami suatu objek dan subjek dalam suatu

penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan beberapa variabel tersebut diatas maka demikian
jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian kualitatif
yang bersifat studi kepustakaan atau library research, yakni dengan
mempelajari serta menganalisis buku-buku ataupun dokumen-dokumen
tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitan ini. Dengan kata lain
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka
(library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur

lainnya sebagai objek yang utama. '3
Penelitian yuridis normatif, disebut juga sebagai sifat penelitian
ini dikarenakan pada hakekatnya keduanya sama-sama menjadikan
berbagai macam teori, konsep, hingga asas hukum, atas suatu produk
hukum berupa peraturan perundang-undangan serta pengembangan
doktrin yang diturunkan dari ilmu hukum. Dalam prosesnya, penelitian
ini mengangkat beberapa data, informasi yang menarik untuk peneliti kaji
terkait undang-undang nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua

undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

15 Hadi, S. Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), him. 3.
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Perundang-undangan, kemudian peneliti uraikan menggunakan perpektif
hukum Islam yang demikian konsep maslahah sebagai pisau analisis
untuk membedah politik hukum dari peraturan tersebut terutama dalam
pasal-pasal termasuk di dalam peraturan perundang-undangan yang
apakah relevan atau tidak dengan konsep maslahah mengenai proses,

strategi, tujuan apa yang diinginkan dari Undang-undang P3 ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai usaha untuk

6" Dalam hal lain

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.'
diartikan sebagai sarana untuk memahami dan serta mengarahkan
permasalahan yang diteliti. Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian
dalam suatu penelitian hadir guna memecahkan suatu permasalahan yang
menjadi pokok bahasan suatu penelitian, terutama dalam  penelitian
hukum. Demikian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach).

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua
peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu
hukum yang sedang diteliti.'” Pada dasarnya pendekatan ini dilakukan
dengan melakukan menganalisis semua bentuk regulasi yang berkaitan
dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya, maka dalam penelitian ini perundang-undangan yang

diidentifikasikan adalah undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.
55.
17 Muhaimin, Metode...: 56.
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Perubahan Kedua undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Sumber Data
Subjek sumber data penelitian yang disebutkan dalam penelitian
ini adalah sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini. Demikian dari
data-data tersebut akan memunculkan jawaban-jawaban yang berupa
gagasan baru seperti yang diharapkan. Terdapat dua sumber data dalam
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa
perantara pihak lain.'® Di antaranya data-data yang berupa ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan
yang mengikat berdasarkan hierarki perundang-undangan, demikian
dalam penelitian ini sumber data primer dapat peneliti peroleh dari
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber
informasi berupa buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, artikel,
ensiklopedia dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai

pedoman untuk memahami data dan dokumen pendukung atau

18 Suteki dan Galang Taufani, Metedologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)
(Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), him. 213.
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sebagai bukti pendukung selama penelitian dan dokumen-dokumen
yang dapat dijadikan sebagai pendukung atau sebagai bukti
pendukung pada saat penelitian.
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian dan sumber-
sumbernya skripsi ini peneliti menggunakan satu metode yakni metode
pengumpulan data secara studi pustaka dengan kata lain pengumpulan
data secara dokumentasi yang merupakan upaya pengumpulan berkas
atau dengan meninjau informasi dan keterangan yang baik dan benar yang
berasal dari karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang
diteliti.
5. Metode analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat
yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih dengan yang lainnya

9 Dalam

sehingga lebih mudah untuk mengimplementasikan data.!
metode ini peneliti mencoba mengumpulkan semua data menjadi satu
yang kemudian peneliti analisis secara kualitatif agar tidak terjadi
tumpang tindih dalam penyajian materi penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan tak lain adalah metode analisis

isi atau content analysis, yakni penelitian untuk mengkaji isi teks naskah

19" Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2004), him. 127.
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perundang-undangan atau yang tercetak di dalamnya, dalam hal ini adalah
undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

H. Sistematika Pembahasan

Seperti yang diketahui bahwa sistematika penelitian merupakan
rangkaian urutan kepenelitian serta mekanisme pembahasan dalam suatu
karya ilmiah. Dalam hal skripsi secara garis besar terdiri atas empat bab yang
masing-masing babnya terdiri atas beberapa sub-bab yang saling terangkai
secara runtun dan saling terhubung satu sama lain hingga terbentuk suatu
uraian tersistematis. Adapun sistematika penelitian yang dapat diuraikan
sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti memaparkan latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian
pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian yang kemudian
peneliti komposisikan dalam bentuk sub bab untuk mempermudah dipahami.

Bab kedua Landasan Teori, secara umum bab ini akan membahas
tentang tinjauan umum atas beberapa kajian pustaka utama yang terdiri dari
beberapa teori umum yang membahas tentang Pengertian dan konsep politik
hukum Indonesia, konsep peraturan perundang-undangan, konsep maslahah,
dan teori the ladder of citizen participation.

Bab ketiga Hasil Penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti

akan memaparkan tentang Pembahasan yang menjawab pertanyaan atas
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rumusan masalah yang pertama, serta memaparkan bagaimana hasil
penelitiannya. Yakni pembahasan atas hasil penelitian analisis terhadap
politik hukum undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang kemudian
disertakan mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna dengan perspektif
teori the ladder of citizen participation.

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti
akan memaparkan tentang Pembahasan yang mencakup pada pokok
permasalahan dalam penelitian pada rumusan masalah yang kedua, yakni
meliputi analisa lebih lanjut data yang didapat terhadap politik hukum
perubahan kedua terhadap undang-undang nomor 12 Tahun 2011 dalam
perspektif maslahah.

Bab kelima Penutup, bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran.
Dengan diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran

pelengkap data, serta daftar riwayat hidup peneliti.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG POLITIK HUKUM, PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, MASLAHAH, DAN MEANINGFUL

PARTICIPATION

A. Politik Hukum
1. Definisi Politik Hukum
Dalam suatu negara hukum, hukum tentunya berkedudukan sebagai
aturan permainan untuk mencapai cita-cita bersama yang menjadi pangkal
dari kesepakatan politik. Di mana hukum seharusnya juga menjadi aturan
untuk menyelesaikan segala perselisihan termasuk perselisihan politik.?® Di
sisi lain keberadaan hukum harus diiringi dengan instrumen politik untuk
menghadapi berbagai penyimpangan terhadap hukum, sehingga tercatat fakta
mengenai hukum adalah produk dari politik, hal ini dikarenakan hukum
sejatinya dibentuk oleh lembaga legislatif yang diartikan sebagai bentuk
kristalisasi dari kehendak-kehendak politik oleh lembaga legislatif. Seperti
halnya saat membicarakan keberlakuan maupun bagaimana hukum itu
diberlakukan, maka hukum senantiasa membutuhkan peran kekuasaan atau
politik di mana hukum baru bisa diberlakukan jika ada peran kekuasaan,
yakni politik.
Dalam analisanya Prof. Mahfud juga mengiyakan fakta mengenai

relasi atau keterkaitan antara politik dan hukum dapat dikatakan sebagai fakta

20 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil (Bandung:
CV. Mandar Maju, 2011), him. 184.

28
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dalam kutipannya yaitu “setidaknya harus dipahami sejak awal bahwa
hubungan itu tergantung pada asumsi, konsep ataupun dasar pandangan yang
digunakan” dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan politik dan
hukum harus dilihat berdasarkan pada arus sollen dan sein atau bahkan sollen-
sein. Kutipan tersebut kemudian digambarkan sebagai berikut: dalam arus
sollen (keinginan atau keharusan) maka hukum berkedudukan paling tinggi
yang menentukan bagaimana aktivitas politik diselenggarakan; selanjutnya
dalam arus sein (kenyataan) berpandangan bahwa hukum merupakan bentuk
produk determinasi dari kepentingan politik atau resultante; sedang arus yang
terakhir, yakni arus sollen-sein berpandangan bahwa politik dan hukum
memiliki hubungan yang interdeterminan hal ini dikarenakan keduanya saling
mempengaruhi seperti halnya kutipan berikut, “politik tanpa hukum itu zalim,
sedang hukum tanpa politik itu lumpuh.”?!

Keberadaan dari suatu kekuasaan atau politik dalam kehidupan
bernegara harus senantiasa dibatasi. Meski pada dasarnya kekuasaan dalam
hal ini adalah politik dalam bidang apapun memiliki sifat netral, namun
orientasi netral dari politik dapat baik apa bila digunakan dengan baik begitu
pula  dengan  sebaliknya, sehingga pembatasan  politik  harus
diimplementasikan. Persisnya dalam pelaksanaan ketatanegaraan suatu negara

hukum yang mengimplementasikan pembatasan politik diantaranya terhadap

konstitusi, undang-undang, ataupun peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

2l Idul Rishan, Hukum dan Politik Ketatanegaraan (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm.
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Hal ini pulalah yang menjadi salah satu dasar dalam fondasi negara hukum,
yakni adanya pembatasan.??

Secara etimologis politik hukum merupakan bentuk dari terjemahan
bahasa Belanda “rechitpolitiek” yang berarti politik hukum. Politik berarti
beleid atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebijakan, sedang kata
kebijakan dalam perspektif para ahli diartikan sebagai serangkaian tindakan
yang diusulkan oleh serangkaian maupun pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksana
usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan.?? Sedang menurut
para ahli hukum Indonesia yang diantaranya Padmo Wahjoyo bahwa politik
hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar
dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk
dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu,
berkaitan dengan hukum yang akan datang.?* Dalam tulisan lain Padmo
Wahjono juga berpendapat bahwa, politik hukum adalah kebijakan
penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum-
kan sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan
pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.?

Dalam pandangan Teuku Muhammad Radhi politik hukum diartikan

sebagai kebijakan hukum yang ditetapkan negara atau pemerintah (penguasa)

22 Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang (Yogyakarta: EA
Book, 2022), hlm. 8.

2 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), him. 8-9.

24 Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1986), him. 160.

25 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), him. 9.
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yang berkaitan dengan (a) sistem hukum atau tata hukum yang berlaku dalam
suatu masyarakat atau bangsa dan (b) arah perkembangan sistem hukum atau
tata hukum pada masa yang akan datang.?® Satjipto Rahardjo menjelaskan
bahwa politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai
untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat
(Iebih menitikberatkan pada pendekatan sosiologis).?’

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat
substansi yang sama mengenai politik hukum yang mana terdapat kata
kebijakan yang menentukan arah, bentuk, hingga isi dari hukum yang akan,
sedang dan telah berlaku untuk menggapai cita-cita bersama yang ditetapkan
oleh negara atau pemerintahan. Secara sederhananya politik hukum dalam
pandangan masyarakat umum diartikan sebagai pertanyaan mengenai
kemanakah hukum itu dibawa dan mau diapakan hukum itu untuk bisa
mencapai tujuan dari suatu negara. Dengan demikian maka politik hukum
mengandung dua sisi yang tak terpisahkan, yakni sebagai arahan dalam proses
pembuatan hukum (legal policy) oleh lembaga-lembaga negara dan juga
sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang
dilahirkan telah sesuai dengan kerangka pikir legal/ policy tersebut untuk
mencapai tujuan negara.?®

Mengetahui Politik hukum sebagai suatu legal policy dan arah

pembangunan yang berkaitan langsung dengan arah dan tujuan suatu produk

26 Hotma P. Sibuea, llmu Politik Hukum sebagai suatu cabang Ilmu Pengetahuan (Jakarta:
Erlangga, 2017), hlm. 13.

27 Abdul Manan, Dinamika Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), him. 10.

28 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: PT
Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 15-16.



32

hukum dapat dinyatakan bahwa yang seharusnya politik adalah suatu variabel
yang dipengaruhi oleh hukum, dalam konteks politik hukum justru politik
memiliki kedudukan yang lebih mempengaruhi keberadaan dari hukum itu
sendiri. Dalam pembentukan produk hukum misalnya, suatu karakter dari
produk hukum akan dipengaruhi oleh bagaimana atau konfigurasi politik
mana yang digunakan. Secara garis besar konfigurasi politik dibedakan
menjadi politik yang demokratis dan otoriter. Sedang karakter dari produk
hukum dibedakan menjadi dua, yakni karakter hukum yang responsif dan
karakter hukum yang ortodoks.?” Dengan demikian politik hukum di sini
merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan, dicabut,
ataupun tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai
tujuan negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Secara otomatis
politik hukum memberi pengaruh besar terhadap penegakan atas hukum yang
dimaksud, serta dapat dipahami bahwa politik hukum menyentuh hal yang
paling substansial dalam suatu negara, yakni peraturan perundang-
undangan.*®
2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Bahwa politik hukum diartikan sebagai kajian dasar penyelenggara
negara dalam bidang hukum yang akan berlaku, sedang, maupun telah berlaku,
yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai
tujuan negara yang dicita-citakan sebagaimana yang dimaksud di atas.

Tentunya politik hukum memiliki batasan-batasan mengenai ruang lingkup

29 Zainal Arifin Mochtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang (Y ogyakarta: EA
Book, 2022), hlm. 16.
30 Zainal Arifin Mochtar, Politik...: him. 23.
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sebagai kebijakan umum atau public policy yang mana merupakan hasil
keputusan dari pemerintah kemudian diimplementasikan pada hampir segenap
aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dalam
mengimplementasi politik hukum ini harus didasarkan pada beberapa
perspektif yang diantaranya perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara umum politik hukum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana
proses-proses yang mencakup enam ruang lingkup hingga berhasil
menciptakan suatu /legal policy atau kebijakan-kebijakan yang sesuai
kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat dengan  tujuan untuk
menyelenggarakan sebuah negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, berikut 6 ruang lingkup yang diantaranya:

a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam
masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan
politik hukum.

b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke
dalam  bentuk sebuah rancangan perundang-undangan oleh
penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.

c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan
politik hukum.

d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum,

baik yang akan datang dan telah ditetapkan.
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f. Pelaksananaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan
implementasi dari politik hukum suatu negara.?!
Atau lazimnya sebagai kebijakan publik oleh Prof. Mahfud MD bahwa
politik hukum memiliki ruang lingkup yang meliputi:
a. Kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak
diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
b. Latar belakang yang diantaranya meliputi politik, sosial, ekonomi, dan
budaya atas terciptanya atau dibentuknya suatu produk hukum;
c. Penegakan hukum pada lapangan yang demikian adalah implementasi
dari perundang-undangan selaku produk hukum yang dimaksud.?
Berbeda dengan sebelumnya, dalam analisis terhadap ruang lingkup
politik hukum, Prof. Mahfud MD hanya menyebutkan bahwa ruang lingkup
politik hukum dalam menciptakan suatu kebijakan memiliki tiga variabel
yang lebih memfokuskan kepada latar belakang, arah, tujuan dan
implementasinya. Adapun ruang lingkup yang dimaksud oleh Satjipto
Rahardjo, yang diantaranya meliputi:
a. Tujuan yang akan dicapai oleh sistem hukum yang dimaksud;
b. Cara-cara atau upaya mana yang dipilih untuk menentukan cara yang
paling efektif untuk mencapai tujuan;
c. Kapan waktu yang tepat untuk mengubah suatu peraturan hukum

beserta cara yang ditempuh untuk melakukan perubahan; dan

31" A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2015), him. 52
32 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 4.
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d. Dapatkah suatu pola yang benar-benar matang dirumuskan mampu
mencapai tujuan tersebut.*3

Selain bertujuan untuk menata hukum yang akan ditetapkan menjadi
lebih terstruktur dan terarah, keberadaan politik hukum juga untuk
mewujudkan kepastian suatu hukum, di mana pada praktiknya terdapat proses
atau strategi yang digunakan agar hukum yang akan diundangkan terlaksana
sebagaimana mestinya, sebagaimana yang direncanakan di awal. Demikian
pada dasarnya politik hukum sendiri bertujuan untuk memperkuat adanya
prinsip kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia atau suatu peraturan
yang dibuat oleh lembaga berwenang semata untuk kepentingan bersama.
Urgensi Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Untuk menciptakan suatu produk hukum yang sesuai dengan
kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia maka diperlukan aspek-
aspek yang mampu menjadikan suatu produk hukum berjalan sebagaimana
mestinya dimulai dari bagaimana isi, bentuk serta arah dari peraturan tersebut
dibuat. Pelibatan analisis tentang bagaimana peraturan hukum dan masyarakat
saling berhubungan di sini mencakup aspek-aspek yang diantaranya politik,
sosial, ekonomi, dan budaya dari hukum dan peraturan hukum yang
mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

Dari keberadaan aspek politik yang juga dipengaruhi oleh aspek-aspek
lainnya dapat dilihat bahwa mulai dari proses pembuatan hukum itu sendiri,

bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dan diinterprestasikan secara

33 Satjipto Rahardjo, /lmu hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 352-353.
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langsung pada masyarakat sehingga menggambarkan betapa pentingnya aspek
politik dalam pembentukan perundang-undangan, begitu juga dengan aspek
hukum yang mampu menentukan bahwa produk hukum yang tengah dibuat
dapat menjamin kesejahteraan masyarakat hingga hak-hak individu dan
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga Hukum
yang dibuat melalui tahapan yuridis dan politis yang membutuhkan waktu
yang cukup panjang sehingga output dari produk hukum perundang-undangan
mempunyai kualitas dan didukung oleh sikap dan nilai-nilai yang dianut
dalam masyarakat.3*

Dengan keberadaan dua aspek tersebut di atas menegaskan bahwa
politik dan hukum serta politik hukum dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan. Sebagai sumber dari keseluruhan  politik hukum
nasional Indonesia dengan salah satu tujuan negara yang tersebut di dalam
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yakni mensejahterakan rakyat, maka negara demikian pemerintah atau
lembaga yang berwenang membuat suatu aturan hukum atau sistem hukum
nasional sebagai alat kontrol masyarakat, sehingga di sinilah peran politik
hukum berada. Yakni untuk memperkuat adanya prinsip kesejahteraan dan

kemajuan bangsa Indonesia.

34 Isharyanto, Politik Hukum (Surakarta: Bebuku Publisher, 2016), him. 17.
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B. Peraturan Perundang-undangan

1.

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Secara umum negara dapat diartikan sebagai suatu komunitas yang
terdiri dari dua atau lebih kelompok dengan dilatarbelakangi oleh cita-cita dan
tujuan yang sama, sedang menurut ahli hukum yakni Miriam Budiardjo
mengatakan bahwa negara merupakan suatu daerah yang rakyatnya diperintah
oleh pejabat yang menuntut kepatuhan warganya menurut aturan serta melalui
kontrol dan kekuasaan yang sah.*> Jika diperhatikan maka terdapat suatu
keistimewaan antara negara dengan komunitas biasa, di mana dalam
pandangan Miriam Budiardjo terrsebut terdapat kalimat “rakyatnya diperintah
oleh pejabat” hal ini menggambarkan dalam negara terdapat unsur yang kuat
seperti adanya pemerintah, dan rakyat yang diperintah. Hubungan keduanya
tentu terjadi bukan dengan searah saja melainkan terjadi hubungan timbal
balik di dalamnya, di mana dalam memerintah tentu harus memberi hak
kepada rakyatnya agar dengan mudah dapat mencapai cita-cita bersama,
begitu pula dengan rakyat yang juga berperan penting di dalamnya.

Sebagai suatu komunitas besar yang tidak hanya memiliki satu kepala
yang mudah di atur, negara tentu memiliki sistem pengaturan dalam tubuhnya
terlebih dengan status Indonesia sebagai negara hukum seperti yang
disebutkan pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Di sebutkan pula di dalamnya mengenai suatu

ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang pembentukan peraturan

35 Isharyanto, llmu Negara (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm. 33.
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perundang-undangan dalam Pasal 22A secara jelasnya menyatakan bahwa
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang
diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Demikian peraturan tersebut
dikenal dengan Peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perwujudan
dari asas legalitas (legaliteits beginsel) dengan menerapkan substansi dasar
yang diantaranya adanya paham konstitusi bahwa pemerintahan berjalan
berdasarkan hukum dasar bukan karena kekuasaan belaka; serta sistem
demokrasi atau kedaulatan rakyat.°

Guna memungkinkan kepastian perwujudan dari hak dan kewajiban
seseorang atau kelompok masyarakat di bawah naungan aturan-aturan hukum
tertentu. Di sisi lain dengan keberadaannya negara Indonesia sebagai negara
hukum yang mengikuti tradisi hukum kontinental menjadikan peraturan
perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sitem hukum nasional, oleh
karenanya suatu pergerakan maupun pembangunan nasional harus diiringi
dengan pembangunan sistem hukum pula guna mencapai amanat yang tertera
dalam pembukaan UUD 1945 agar sistem hukum nasional dapat berjalan
teratur sehingga tercapai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan mengartikan peraturan perundang-undangan
sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-

36 Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), him.
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undangan.’’” Sedang Maria Indrati memiliki pendapat yang mengatakan
bahwa istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung)
mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

a. Perundang-undangan = merupakan  proses  pembentukan/proses
membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun
di tingkat daerah;

b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan
hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di
Tingkat Daerah.®

Dengan kata lain dua pengertian yang dimaksud Maria Indrati adalah
perundang-undangan yang mempunyai pengertian dari dua sisi, yakni segi
proses yang digambarkan pada kalimat "perbuatan membentuk peraturan-
peraturan” dan "perundang-undangan adalah keseluruhan peraturan negara"
sebagai penggambaran dari produk.

Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis
yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Sebagai aturan tertulis yang memuat norma hukum atas segala aspek

kehidupan dalam bernegara, suatu peraturan perundang-undangan memiliki

37 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.

3 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan

Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 3.

3 Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.
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fungsi tersendiri seperti yang disebutkan oleh Prof. Bagir Manan bahwa
fungsi peraturan perundang-undangan dapat menjadi dua kelompok utama,
yang diantaranya fungsi internal dan eksternal. Secara internal fungsi ini lebih
berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam
sistem hukum. Peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi internal
sebagai berikut: 1) fungsi penciptaan hukum (rechts chepping); 2) fungsi
pembaharuan hukum; 3). fungsi integrasi: dan 4). fungsikepastian hukum.
Sedangkan secara eksternal peraturan perundang-undangan menjalankan
fungsi sebagai berikut: 1) fungsi perubahan; 2) fungsi stabilitasi dan 3) fungsi
kemudahan.

Fungsi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan
oleh Bagir Manan tersebut di atas, menggambarkan/ berkaitan dengan organ
yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, hukum itu sudah
direncanakan, - dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
menegaskan lingkungan kuasa berlakunya suatu aturan hukum (perundang-
undangan), berfungsi sebagai instrumen, baik sebagai instrumen kontrol
maupun sebagai instrumen perubahan (rekayasa) masyarakat.*

3. Hierarki Perundang-undangan

Teori hierarki perundang-undangan dalam I[lmu Perundang-undangan
dapat diartikan sebagai teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun
secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga, di mana di

dalamnya terdapat hubungan antar norma yang mengatur perbuatan norma-

40 Rokilah, “The Role of the Regulations in Indonesia State System” Jurnal Ajudikasi: Jurnal
Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, (Juni: 2020), hlm. 36.



41

norma lain yang disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam

konteks spasial.*!

Hubungan sub koordinasi dalam teori hierarki peraturan
perundang-undangan ini dalam norma-normanya memiliki dua spesifikasi
yakni superior, penyebutan bagi norma yang menentukan perbuatan norma
lain; dan inferior, sebagai norma yang melakukan perbuatan.

Teori stufenbau yang dicetuskan oleh Hans Kelsen juga tidak luput
dalam keberadaan teori hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini
dikarenakan teori stufenbau sendiri adalah teori mengenai sistem hukum yang
menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan
kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus
berpegangan pada norma hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus
berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).*?

Berdasarkan teori di atas, maka dalam teori hierarki yang berisikan
norma-norma hukum saling berjenjang pada dasarnya peraturan atau norma
hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut berbanding lurus
dengan salah satu asas hukum umum yang di antaranya adalah asas lex
superior derogate legi inferiori.

Sebuah Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebelum
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

41 Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Perundang-undangan di
Indonesia” Jurnal Negara Hukum Vol. 9, No. 1, (Juni: 2018), him. 80.
4 Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-undangan (Makasar: Keretahupa, 2017), hlm. 18.
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berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyebutan jenis Peraturan Perundang-undangan di atas sekaligus
merupakan hierarki atau tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Artinya,
suatu Peraturan Perundang-undangan selalu berlaku, bersumber dan berdasar
pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan norma yang lebih

tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada Peraturan Perundang-undangan
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yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada Peraturan Perundang-
undangan yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap Peraturan
Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.*3
. Magslahah
Pengertian Maslahah
"Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau
menolak mudarat/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami
kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudarat adalah tujuan
makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan
mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat  1alah memelihara
tujuan syara’/hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari
makhluk/manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima
hal ini disebut maslahah; dan setiap hal yang meniadakannya disebut
mafsadah dan menolaknya disebut maslahat."
Dari ta'rif maslahah menurut al-Ghazali di atas dapat ditarik
kesimpulan, bahwa:
a. Makna asal maslahah menurut al-Ghazali adalah meraih/menarik
manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan al-Ghazali ini sejalan

dengan pengertian maslahah menurut bahasa seperti diuraikan di atas.

43 Erina Pane, Legal Drafting (Lampung: Harakindo, 2019), hlm. 32-33.
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Tetapi bukan ini yang dikehendaki al-Ghazali dengan maslahat, sebab
ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.

b. Maslahah menurut al-Ghazali adalah memelihara tujuan hukum Islam.
Inilah yang dimaksud dengan maslahah secara etimologis menurut al-
Ghazali. Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Oleh karena itu, setiap
hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah
maslahat. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk
menghindarkannya dari  hal-hal yang membahayakan dan
mengancamnya dinamakan maslahat .

c. al-Ghazali secara tegas membedakan antara maslahat menurut
pandangan manusia dengan maslahat menurut pandangan hukum Islam.
Manusia ingin meraih kemaslahatan dan hukum Islam juga ingin
mewujudkan = kemaslahatan. Akan  tetapi, kemaslahatan yang
dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang
dikehendaki oleh hukum Islam. Dengan demikian apa yang dinilai
maslahat oleh manusia belum tentu maslahat  menurut kacamata
hukum Islam.*

Oleh karena itu ungkapan atau penyataan suatu hal dinyatakan sebagai
suatu yang maslahat atau tidak tolak ukurannya bukanlah mengenai selera
atau hawa nafsu dari manusia semata, melainkan dilihat dari apa kata syara’/

hukum Islam. Di sisi lain Kata maslahat berasal dari bahasa Arab, yakni

4 Ahmad Munif Suratmapura, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah &
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), him. 28.
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maslahah yang secara etimologi diartikan sebagai manfaat, faedah, bagus,
baik kebaikan, guna, atau kebaikan.

Di mana kata maslahah sendiri merupakan bentuk masdar (adverb)
dari fi’il (verba) dari kata salaha. Yang kemudian jika dilihat dari sisi ilmu
morfologi kata maslahah, pola dan maknanya sama dengan kata manfa’ah.
Kedua kata ini, yakni maslahah dan manfa’ah telah menjadi bahasa Indonesia
menjadi maslahat dan manfaat.*> Demikian kata Maslahah merupakan bentuk
representasi dari suatu hal yang mengarah ke kebajikan dengan segala
kemanfaatannya yang mampu menciptakan kedamaian dan menghindarkan
dari mafsadat atau kerusakan. Dari beberapa definisi maslahah di atas dapat
disimpulkan bahwasanya semuanya memiliki esensi yang sama yakni
kemanfaatan. Yakni kemanfaatan yang baik menurut akal dengan berbagai
pertimbangan hingga mampu menghindarkan manusia dari keburukan
ataupun kerusakan.

Maslahah yang hakikatnya diartikan sebagai sesuatu yang mampu
mendatangkan kemanfaatan dan menghindari keburukan sebagai alat untuk
memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Namun dari keberadaan
maslahah sendiri memiliki beberapa tingkatan atas keberadaannya menurut
beberapa ulama, yakni berdasarkan keberadaannya maka maslahah

terklasifikasikan sebagai berikut:

4 Ahmad Munif Suratmapura, Filsafat Hukum...: hlm.21.
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a. Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu suatu maslahah yang keberadaannya
didukung oleh syara’, baik itu al-Quran maupun hadits. Dengan kata
lain ada petunjuk dari dalil yang berupa al-Quran maupun hadits.

b. Maslahah al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak
oleh syara’ karena bertentangan dengan syara’. Hal ini terjadi karena
adanya pembatalan atas maslahat oleh dalil syara’ karena manfaatnya
yang lebih kecil jika dibandingkan dengan mudharat yang didapat
meskipun secara akal adalah baik.

c. Maslahah al-Mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak didukung
oleh syara’ namun juga tidak dibatalkan oleh syara’ atas keberadaannya.
Dengan kata lain adalah suatu kemaslahatan yang mutlaq, maslahah
yang tidak memiliki kaitan atau sandaran khusus pada teks syari’at.*¢

2. Maslahah dalam Al-Qur'an

Sebagai suatu dalil hukum Islam, Al-Qur’an telah menempatkan
dasar-dasar pokok serta prinsip-prinsip umum tentang Islam, seperti halnya
Maslahah Mursalah yang secara jelas telah dituangkan dalam ayat-ayat al-
Qur’an tentang dominannya prinsip kemanfaatan yang terkandung di
dalamnya, hal demikianlah yang melatarbelakangi para ulama berkesimpulan
bahwa kemaslahatan merupakan tujuan pokok atau utama dari Islam melalui
penetapan hukum Islam. Maka hal ini bisa dikaji melalui firman Allah di

dalam Al-Qu’ran sebagai berikut:*’

SJal] 855 Y] AUt s

46 Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 353-354.
47Q.S. Al-Anbiya’ (21): 107.
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Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya’: 107)

Dalam penggalan ayat di atas menggambarkan bahwa dengan
diciptakannya manusia di bumi oleh Allah SWT. Adalah untuk
menjadikannya sebuah manfaat bagi alam semesta. Demikian tersebut pula

dalam penggalan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 30:4

2500 g'ﬁﬂ? 3 Jels d‘ &S’L«U éﬁ) J6 3’5

-

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
“Sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di bumi” ... (OS. Al-
Bagarah: 30)

Ayat ini semakin menegaskan mengenai rencana Allah untuk apa
menciptakan umat manusia di muka bumi serta menegaskan untuk apa
manusia itu diciptakan, yaitu sebagai khalifah. Pemberian tugas sebagai
khalifah kepada manusia merupakan bentuk atau cerminan bahwa terdapat
maslahat/kemaslahatan ' dibalik terciptanya manusia  itu sendiri, hal ini
semakin kuat pula argumen mengenai pokok kemaslahatan yang tertera dalam
dali-dalil Al-Qur’an.

3. Jenis Maslahah

Konsep kemaslahatan dalam Islam atau yang dikenal sebagai

Maslahah memiliki beberapa klasifikasi khusus yang telah disepakati oleh

para ulama ushul tentang bagaimana cara memandangnya. Maslahah yang

diklasifikasikan menjadi tiga bagian berdasarkan dari tingkat kebutuhan

4 Ahmad Munif Suratmapura, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah &
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), him. 30.
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manusia, yakni dariariyyah,  hajjiyvah, dan tahsiniyyat. Berikut
penjelasannya:*’
a. Maslahah darariyyah
Maslahah yang bersifat primer atau dariiriyyah. Dimana dalam
perspektif hukum Islam dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi
keharusan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia, dengan kata lain
melingkupi hal-hal yang berbau utama dan sangat vital jika saja
darariyyah ini tidak terwujud maka akan cederalah arti kehidupannya.
Karena hakekatnya Maslahah dariariyyah ini' berperan untuk
melindungi dan menjamin kehidupan dari ushul khomsah meliputi
pemeliharaan jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.
b. Maslahah hajjiyyah
Adapun Maslahah yang bersifat sekunder atau hajjiyyah yang
meliputi segala yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan
menghilangkan  kesukaran. Dengan keberadaan Maslahah ini
menunjukkan bahwa apabila tidak dapat terwujud maka tidak akan
sampai mengancam keselamatan, hanya akan mengalami kesulitan
dalam menjalani kehidupan saja.
c. Maslahah tahsiniyyat
Sifat yang ketiga merupakan Maslahah tahsiniyyat, yakni suatu
kebutuhan manusia untuk mempergunakan segala yang layak untuk

dibenarkan oleh adat kebiasaan yang mana jika keberadaannya tidak

4 Moh. Bahrudin, /lmu Ushul Figh (Lampung: Aura, 2013), hlm. 1-2.
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terwujud maka tidak akan mengganggu atau mengancam ushul
khomsah maupun menimbulkan suatu kesulitan.

Dari ketiga spesifikasi Maslahah tersebut mampu membuktikan
bahwa terdapat tingkatan atas urgensi dari masing-masing klasifikasi terhadap
Maslahah yang mampu mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu
terdapat pula klasifikasi mengenai keberadaan Maslahah yang ditinjau dari
segi kepentingan pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan
umat manusia dan individu. Pula kemaslahatan ini terbagi menjadi tiga
peringkat, diantaranya:>

a. Maslahah al-qath’iyyah, yakni Maslahah yang keberadaannya mau
tidak mau mesti ada bagi terpenuhinya kepentingan umat manusia, baik
itu perorangan maupun secara kolektif.

b. Maslahah adz-dzaniyyah, yaitu sebuah Maslahah yang keberadaannya
diduga kuat mesti ada bagi kebanyakan orang kemaslahatannya.

c. Maslahah al-wahmiyyah, yakni kemaslahatan yang keberadaannya
diperkirakan mampu bermanfaat bagi umat manusia sehingga harus ada
demi kebaikan di kemudian hari.

D. Meaningful Participation
1. Pengertian Meaningful Participation

Pelaksanaan prinsip dasar demokrasi menjadi amanat reformasi di

Indonesia. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut dengan adanya

partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, mulai

30 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Perbandingan Antar Madzhab-madzhab Barat dan Islam
(Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 176.
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dari pengambilan kebijakan sampai pembentukan peraturan perundang-
undangan. Adanya partisipasi dari masyarakat menjadi syarat utama dari
terwujudnya pemerintahan yang demokratis tersebut.’! Kalimat Meaningful
participation jika ditelusuri secara bahasa maka memiliki arti sebagai
partisipasi yang berarti atau bermakna. Mengenai kata partisipasi sendiri
dapat disederhanakan kembali sebagai “keikutsertaan” yang menunjukkan
suatu upaya dalam mengambil bagian dari sebuah kegiatan. Partisipasi
masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian
masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengembilan
keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan
upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses
mengevaluasi.®

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan meaningful
participation banyak disinggung dalam Undang-undnag Nomor 13 Tahun
2022 yang tertera pada Pasal 96 sebagai bentuk jaminan dari partisipasi
masyarakat, yang mana masyarakat berhak untuk memberi masukan secara
lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya itu, keberadaan dari meaningful participation di sini memiliki dua

esensi lainnya yakni masyarakat berhak untuk dipertimbangkan pendapatnya

dan juga berhak untuk mendapatkan penjelasan.

5l Helmi Chandra, dan Shelvin Putri Irawan, “Perluasan Makna PArtisipasi Masyarakat
dalam Pembentukan Undnag-undnag Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” Jurnal Konstitusi, Vol.
19, No. 4 (Desember: 2022), him. 768.

32 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya
Pemberdaya Masyarakat (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2007), him. 27.
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Maksud mengenai kalimat “berhak mendapatkan penjelasan™ tersebut
di atas ialah masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan
memadai sehubungan dengan proses dan kebijakan pada hidup mereka
sebagai warga negara. Dari ketiga esensi meaningful participation tersebut
bertujuan untuk memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi
aktif dan memahami apa peran mereka dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan, serta untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Disebutkan
pula mengenai implikasi dari pemberlakuan meaningful participation dalam
Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundnag-undnngan yang terbaru
bahwa keberadaan dari meaningful participation menuntut birokrasi untuk
melakukan proses yang berbeda yakni dengan menganalisis terlebih dahulu
pendapat dari masyarakat untuk kemudian dipertimbangkan; serta menuntut
birokrat untuk membaur dengan masyarakat langsung melalui media
elektronik sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk kebaharuan cara kerja/
advancement dan menyatu dengan masyarakat.>’

Dari beberapa implikasi yang ditimbulkan dengan adanya pembaruan
participation dalam undang-undang PPP tentu menjadikan partisipasi dari
masyarakat lebih terjamin dari yang sebelumnya terhadap pembentukan
peraturan perundang-undangan sehingga prinsip dasar negara yang

demokratis dapat terealisasikan.

33 “Seminar Sosialisasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022, Sekretariat Jenderal
Kementrian Keuangan RI, diakses pada tanggal 20 Januari 2023.
https://www.youtube.com/live/rJbdzZbmzR A ?feature=share.
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Teori The ladder of citizen participation

Dengan pemaknaan meaningful participation atau partisipasi
masyarakat yang bermakna sebagai suatu upaya yang bermakna dalam ikut
serta dalam mengambil bagian suatu kegiatan yang dalam hal ini adalah
dalam proses pembentukan perundang-undangan. Selain itu terdapat faktor-
faktor yang mampu mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat yang di
antaranya berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,
dan mata pencaharian.

Dari keberadaan faktor-faktor tersebut dapat dikorelasikan dengan
salah satu teori mengenai partisipasi masyarakat yakni The ladder of citizen
participation yang dipopulerkan oleh Sherry Arnstein yang menyebutkan
bahwa dalam terdapat 8 (delapan) tingkat partisipasi berdasarkan ukuran
kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan hingga
pengambilan keputusan, kedelapan tingkatan tersebut kemudian Arnstein
sajikan dalam bentuk tangga dengan setiap tangganya yang mewakili
peningkatan kontrol dan kekuasaan warga negara dan dikelompokkan kembali
menjadi tiga spesifikasi yang bergerak dari nonparticipation (tanpa kekuatan),
yakni sebuah klasifikasi tingkatan masyarakat yang keberadaannya sama
sekali tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan suatu keputusan atau
perundang-undangan; degrees of tokenisme (kekuatan palsu), yakni sebuah
tingkatan dengan ciri khasnya yang hanya terkesan melaksanakan satu
prasyarat saja right to be heard atau hak untuk di dengar, tanpa adanya tindak

lanjut sebagaimana mestinya, sehingga pada tingkatan klasifikasi ini
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partisipasi masyarakat yang dilibatkan hanya dalam bentuk simbolis saja; dan
klasifikasi tertinggi yakni degrees of citizen power (kekuatan aktual) yakni
suatu klasifikasi tertinggi dengan menempatkan kedaulatan rakyat menjadi
inti dari tingkatan ini, di mana tiga prasyarat utama partisipasi masyarakat
terlihat jelas di sini yakni right to be heard, right to be considered, dan right

to be explain atau diilustrasikan sebagai berikut:

Citizen control
8 —
Degrees
Delegated power e Of
9 — citizen power
Partnership q
B ——— —— s e R ES—
Placation
5 Degrees
Consultation = of
tokenism
4 —————— e |
Informing
3 —ew
e
Therapy 1
Manipulation
1 s
i

Gambar ilustrasi tangga partisipasi masyarakat.
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Dari delapan anak tangga sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di

atas maka masing tingkatan dari tangga partisipasi atau the ladder of citizen

participation dapat diurai sebagai berikut:

)

2)

3)

Manipulation (manipulasi)

Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, masyarakat
di sini diposisikan sebagai pihak yang memberikan persetujuan saja,
dan sisanya diambil alih oleh pemerintah, sehingga terkessan sebagai
alat untuk pemerintah karena tidak ada partisipasi di sini.

Therapy (terapi/penyembuhan)

Partisipasi yang sebenarnya diberlakukan sebagai bentuk
terapi, yang mencoba untuk meredam isu-isu demokrasi sebelumnya.
Yakni dengan menerima segala masukan dari masyarakat dengan
maksud mengambil kembali kepercayaan masyarakat, namun pada
praktiknya tanpa melibatkan atau mempertimbangkan lebih lanjut
atas masukan-masukan dari masyarakat. Sehingga dapat dikatakan
bahwa tingkat partisipasi di sini tidak diberlakukan sebagaimana
mestinya.

Informing (informast)

Dalam situasi ini, masyarakat diposisikan sebagai pihak yang
menerima  informasi  searah  mengenai  hak-hak  maupun
tanggungjawab masing-masing tanpa adanya umpan balik sehingga

masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi



4)

5)

6)

55

rencana maupun rancangan kebijakan yakni dengan jalur right to be
heard.
Consultation (konsultasi)

Suara masyarakat mulai berpartisipasi disini, yakni dengan
adanya dialog dua arah antara penguasa dan masyarakat, akan tetapi
cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan
bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode
yang sering digunakan adalah survei, pertemuan lingkungan
masyarakat, dan dengar pendapat dengan masyarakat. Atau hanya
sekedar mengiyakan tanpa mempertimbangkan masukan-masukan
yang diajukan oleh masyarakat dalam dialog tersebut.

Placation (penentraman/perujukan)

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa
pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak
yang mempunyai kekuasaan. Di mana saran dari masyarakat mulai
diperhatikan oleh penguasa namun keberadaan suara ini hanya
beberapa yang dilaksanakan karena kedudukannya relatif rendah atau
jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi
pemerintah.

Partnership (kerjasama)

Pada tingkat ini, kesepakatan mulai digaungkan hingga

kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan

pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini terjadi kesepakatan
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bersama mengenai pembagian tanggung jawab dalam perencanaan
dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Di
tingkat ini telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan
masyarakat.

Delegated Power (pelimpahan kekuasaan)

Di tingkat ini keberadaan masyarakat mulai mendapat
kepercayaan lebih dari penguasa, masyarakat diberi limpahan
kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana
atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul,
pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar menawar dengan
masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.
Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana
dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

Citizen Control (kontrol masyarakat)

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk
mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan
kepentingan mereka. Kewenangan di sini dimiliki oleh masyarakat
seutuhnya. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung
berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan

atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki
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kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

program yang dibuatnya.>*

Dari ke delapan tingkatan partisipasi masyarakat tersebut terdapat
klasifikasi lebih lanjut yakni menjadi tiga klasifikasi pembagian kekuasaan, di
antaranya tidak ada partisipasi, sekedar justifikasi atau mengiyakan, dan
tingkat kekuasaan ada sepenuhnya di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan
bahwa teori the ladder of citizen participation yang digagas oleh sharren
Arnstein ini mengidentifikasikan adanya tingkatan-tingkatan atau level yang
ditemukan dalam partisipasi masyarakat mulai dari tidak adanya partisipasi
hingga rakyat yang berdaulat di mana kekuasaan sepenuhnya ada pada
masyarakat.

Sebagai salah satu elemen dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, meaningful participation menggambarkan bahwa partisipasi
masyarakat tidak hanya berhenti di tingkat manipulasi maupun terapi saja
sehingga produk hukum dapat diharapkan sebagai produk hukum yang apik
dan tidak otoriter.

3. Teori Kontrak sosial terhadap keberadaan Meaningful Participation

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki insting saling
membutuhkan satu sama lainnya, hal tersebut dapat digambarkan dengan
adanya kontrak sosial yang hadir dari sebuah kesepakatan mengenai
bagaimana kekuasaan negara itu dihadirkan, dengan kata lain dalam teori

kontrak sosial disebutkan bahwa pada dasarnya negara timbul dari adanyan

3% Claudia Indriani, Sulaiman Asang, dan Amril Hans, “Tingkat Partisipasi Masyarakat
dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bituang Kabupaten Tana Toraja”,
Jurnal Development Policy and Management Review, Vol. 1, No. 1, (Juni: 2021), hlm. 59.
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hubungan-hubungan kontraktual antar masyarakat untuk mencetuskan
kehendak dan membentuk sebuah sistem yang dinamakan negara (pactum
unionis).>> Dalam keberadaannya teori kontrak sosial ini lebih menekankan
betapa pentingnya kesepakatan dan perjanjian antara anggota masyarakat dan
pemerintah untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Teori kontrak sosial ini pertama kali digagas oleh Thomas Hobbes
dalam buknya yang berjudul Leviathan mengungkapkan bahwa Menurut
manusia bisa menjamin penjagaan diri mereka hanya jika mereka bersedia
membuat perjanjian dengan orang lain dengan menghapuskan hak alamiah
absolut mercka pada semua hal.>® Dalam teori kontrak sosial yang digagas
oleh Hobbes mengidentifikasikan bahwa sebuah kesepakatan yang disebut
dengan kontrak sosial ini adalah cara yang digunakan untuk memecahkan
masalah-masalah politik sehingga masyarakat dapat terbentuk menjadi lebih
terorganisir dan teratur.

Menurut Jean-Jacques Rousseau inti dari teori kontrak sosial sendiri
adalah bahwa masing-masing individu melimpahkan hak perorangan kepada
komunitas sebagai satu keutuhan. Keutuhan yang dimaksud di sini merupakan
inti dari demokrasi yakni kedaulatan rakyat yang tidak bisa dibagi-bagi, serta

menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses

%5 Novianto Sanjaya, “Batasan Negara untuk Menentukan Tindak Pidana dalam Perspektif
Teori Kontrak Sosial”, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 3.

% Mohammad Nur Wahyudi, "Teori Kontrak Sosial (Studi Komparasi Teori Politik Menurut
Imam Al-Mawardi, Thomas Hobbes, dan John Lock)" An-nawa: Jurnal Studi Islam, Vol. 04, No. 2
(2022), hlm. 120.
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pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan.”” Dalam konteks
meaningful participation, teori kontrak sosial menegaskan bahwa masyarakat
berhak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan
pembentukan kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka, karena mereka
merupakan bagian integral dari kontrak sosial. Oleh karena itu, pemerintah
harus memastikan bahwa masyarakat memiliki informasi yang cukup dan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan
pembentukan kebijakan.
4. Urgensi Meangingful Participation dalam Perundang-undangan

Meaningful participation yang sebelumnya diartikan sebagai suatu
prinsip yang melibatkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang
bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digambarkan
sebagai suatu prinsip yang menjadikannya sebagai jaminan atas kebebasan
berpendapat dari masyarakat, serta sebagai bentuk implementasi dari asas
keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor
13 Tahun 2022. Selain itu dengan penerapan meaningful participation yang
dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
hingga pengundangan ini tidak menutup kemungkinan akan menciptakan
kebijakan dengan kualitas yang apik karena dalam pembentukannya kebijakan
didasarkan pada bagaimana pandangan masyarakat itu berada, sehingga

terciptalah pula keadilan sosial yang lebih adil dan berkeadilan.

57 Zikraini Alrah, “Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau” Jurnal Paradigma: Jurnal
Kalam dan Filsafat, Vol. 1, No. 1, (September: 2019), him. 13.
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Dengan keberadaan Indonesia yang menganut sistem demokrasi,
maka demokrasi partisipatif akan membuka jalan untuk menjamin
terwujudnya produk hukum yang responsif karena dalam perancangannya
terdapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam upaya
pembentukan hukum aspirasi dari masyarakat harus diakomodir dan bukan
sebaliknya yang justru akan merugikan masyarakat terdampak dari penerapan
suatu produk hukum yang diundangkan atas minimnya partisipasi masyarakat
yang bermakna.

Sehingga aktivitas partisipasi masyarakat dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk dari upaya perlindungan
masyarakat dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dalam prosesnya tidak menutup
kemungkinan adanya kepentingan di luar kepentingan dari masyarakat. Selain
itu pula, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat melindungi kelompok
masyarakat minoritas dan termarjinalkan dari sebuah proses pembentukan
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang
merupakan wajah dari kelompok masyarakat mayoritas dikarenakan dengan
sistem pemilihan umum, one man omne vote akan membentuk lembaga

perwakilan menjadi representasi dari kelompok mayoritas di masyarakat.>

8 Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2, (Juni: 2020), hlm. 160.



BAB III
ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2022 TERKAIT MEANINGFUL PARTICIPATION
A. Materi Pokok Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana telah disebutkan dalam bahwa terdapat pasal dalam
UUD 1945 diantaranya terdapat pada Pasal 22A mengamanatkan
dibuatkannya undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan
perundang-undangan yang didasarkan pada keberadaan Indonesia sebagai
negara hukum, yakni negara dengan menyandarkan segala aspek kehidupan
baik dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraannya pada
hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.

Hal ini menunjukkan bahwasanya perlu ada peraturan yang mengatur
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dengan adanya
peraturan tersebut produk hukum yang mengatur dapat menjadi suatu produk
hukum dengan taraf efektif dan efisien dalam mencapai tujuan negara di
antaranya: melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan
bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial.>®

% Alinea IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Selain keberadaan Pasal-pasal yang disebutkan dalam Undang-
Undang Dasar, terdapat pula hal-hal secara historis yang melatarbelakangi
dibentuknya Undang-undangdibentuknya Undang-undang Nomor 13 Tahun
2022 ini, di antaranya terdapat minimnya partisipasi masyarakat terhadap
pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana menimbulkan
kurang terjaminnya prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebelumnya.

Secara historis undang-undang mengenai Pembentukan peraturan
perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan yang
diantaranya diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan « Perundang-undangan pada tanggal 22 Juni 2004, yang
menjadikan Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tidak lagi berlaku hal ini sesuai
dengan asas hukum yakni lex posteriori derogate lex priori asas yang
menyatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan sesudahnya akan
mengesampingkan peraturan yang dikeluarkan sebelumnya. Kemudian tepat
di tanggal 12 Agustus 2011 terjadi perubahan Undang-undang Nomor 10
Tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
Penyempurnaan muatan materi terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun
2004 yang kurang lebih hampir keseluruhan maka keberadaan dari Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 mencabut keseluruhan Undang-undang Nomor

10 Tahun 2004.
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Begitu pula dengan keberadaan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 yang tak luput dari pengaruh dinamika kehidupan dalam bernegara,
yakni penyempurnaan-penyempurnaan yang terus dilakukan terhadap materi
yang dianggap kurang dan belum menampung perkembangan kebutuhan
masyarakat sehingga perlu diubah. Perubahan-perubahan yang dimaksud ialah
dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang disahkan
oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober
2019 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2019. Undang-undang Nomor
15 Tahun 2019 dalam perundang-undangan di Indonesia diposisikan sebagai
undang-undang yang muatannya hanya menggantikan sebagian muatan dalam
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang beberapa memuat materi baru
berupa adanya tahap pemantauan dan evaluasi. Hal ini tentunya menjadikan
sebuah dasar hukum untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dibuat
telah memenuhi standar serta kualitas yang diperlukan. Perubahan ini juga
mencakup peningkatan masyarakat umum terhadap pengetahuan hukum dan
peraturan, serta mengembangkan akses dan informasi publik tentang hukum
dan peraturan, sehingga partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful
participation) mulai meningkat.

Penataan kembali peraturan perundang-undangan di Indonesia
tentu akan terus terjadi agar hukum yang berjalan di Indonesia dapat berjalan
dengan ideal, sebagaimana yang dicitakan oleh negara berikut tercantum
dalam Naskah Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

sebagai norma dasar (grundnorm) yang berbunyi sebagai berikut:
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“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial... ”

Secara sederhananya masing-masing peraturan yang dibuat oleh
lembaga legislatif di Indonesia sendiri dibentuk guna merealisasikan semua
cita bangsa yang tercantum dalam UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas,
sehingga dengan inilah tercipta adanya program legislasi nasional atau
prolegnas yang menjadi suatu program dengan fungsi untuk membantu akan
terealisasinya cita negara melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan. Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan
Undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.®
Dengan adanya fakta yang menegaskan bahwa prolegnas sebagai salah satu
jalan untuk melahirkan suatu peraturan, di sisi lain Mahfud MD menjelaskan
bahwa keberadaan dari prolegnas di sini bukan hanya sebagai suatu instrumen
yang hanya membicarakan mengenai arah dari legal policy atau suatu
kebijakan yang akan diberlakukan, tetapi juga mengulas tentang hal-hal lain
seperti: politik apa yang melatarbelakangi, budaya hukum yang melingkupi,
serta masalah atau problema apa yang akan dihadapi kedepannya.®!

Sehingga guna merealisasikan cita negara serta untuk

mempertahankan efisiensi dan efektivitas suatu produk hukum di era yang

% Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6l Zainal Arifin Muchtar, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang (Yogyakarta: EA
Book, 2022), hlm. 95.
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dinamis ini perlu adanya pembaharuan ataupun perbaikan mengenai hukum
seperti halnya yang terjadi pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang
kembali mengalami perubahan setelah diundangkannya Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019, yakni pembaharuan atau perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan tepatnya yang disahkan dan diundangkan pada tanggal
16 Juni 2022, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini disahkan secara langsung
di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo dan disahkan oleh Menteri hukum dan
HAM Yasonna H. Laoly. Di mana di dalamnya terdapat beberapa perubahan
serta penambahan materi serta penambahan lampiran-lampiran yang panjang
sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kerancuan pada klausa di dalam
undang-undang tidak dapat ditemukan di dalamnya. Terhitung 19 poin
perubahan dilakukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 ini, yang
diantaranya terdapat penambahan konsep atau metode omnibus, perbaikan
kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam
rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan, memperkuat
adanya keterlibatan masyarakat yang bermakna atau dikenal sebagai
meaningful participation, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
menggunakan media elektronik atau secara elektronik, mengubah sistem
pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup

tugasnya terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, mengubah
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teknik penyusunan Naskah Akademik, dan mengubah teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan tentunya.

Perubahan yang signifikan dalam undang-undang ini tidak lain adalah
mengenai upaya penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang
bermakna atau meaningful participation, dan penambahan konsep atau
metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai
dari perencanaan atau dengan kata lain penanaman konsep omnibus dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan sedini mungkin, yaitu dimulai
dari proses yang paling awal yakni dokumen perencanaan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 42A Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.
Perubahan-perubahan dan penambahan yang ada dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 ini juga merupakan upaya yang digunakan pemerintah
sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVII1/2020.

Seperti yang diketahui bahwa dalam undang-undang selaku landasan
yuridis suatu negara tentu terdiri atas beberapa bagian-bagian terstruktur yang
melingkupinya, seperti halnya bagian pendahuluan, definisi, isi utama, sanksi,
prosedur pelaksanaan, ketentuan penutup dan diakhiri dengan lampiran-
lampiran. Begitu pula dengan undang-undang P3 baik terdahulu maupun
terbaru terdiri atas beberapa bab yang juga tidak luput dalam perubahan yang
demikian peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan

dari yang utama hingga terjadi perubahan secara hukum, undang-undang P3
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setelah mengalami dua kali perubahan kini terdiri atas beberapa bab yang

diantaranya:

1.

Bab satu, berisi mengenai ketentuan umum seperti pengertian mengenai
pembentukan Perundang-undangan, Peraturan perundang-undangan,
undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi,
prolegnas, prolegda, naskah akademik, pengundangan, materi muatan,
DPR, hingga DPRD.

Bab dua yang bermuatkan macam asas yang menjadi dasar atas
pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas sepuluh asas
yang diantaranya pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan,
kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan
dalam hukum dan pemerintahan, ketertibab dan kepastian hukum, dan/
atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bab tiga menjelaskan mengenai macam jenis dam hierarki dan materi
muatan Peraturan Perundang-undangan.

Bab empat mendeskripsikan tentang bagaimana sistematika dari
pembentukan peraturan perundang-undangan lebih khusus pada tahap
perencanaan. Dalam bab ini terdiri atas beberapa bagian yakni
perencanaan undang-undang, perencanaan peraturan pemerintah,
perencanaan peraturan presiden, perencanaan peraturan daerah provinsi,
perencanaan peraturan daerah kabupaten/Kota, Perancanaan Peraturan

Perundang-undangan lainnya, dan penambahan bagian ketujuh
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perencanaan peraturan perundang-undangan yanga menggunakan metode
omnibus.

Bab lima sebagaimana yang dibahas pada bab empat, yakni masih
mengenai tahap-tahap dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan yakni tahap penyusunan. Dalam bab Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan juga terdiri atas beberapa bagian, diantaranya
penyusunan undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, penyusunan peraturan pemerintah, penyusunan peraturan
presiden, penyusunan peraturan daerah provinsi, penyusunan peraturan
daerah Kabupaten/Kota.

Bab enam membahas tentang teknik penyusunan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Bab tujuh dalam undang-undang P3 ini membahas tentang sistematika
pembahasan dan pengesahan dari RUU. Dalam bab ini terdiri atas dua
bagian yakni Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-undang
Pembahasan rancangan undang-undang, dan pengesahan rancangan
undang-undang.

Bab delapan membahas tentang bagaimana sistematika pembahasan dan
pengesahan dari perda Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Bab Pembahasan
dan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah
kabupaten/kota terdiri atas beberapa bagian yakni pembahasan rancangan

peraturan daerah provinsi, pembahasan rancangan peraturan daerah
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Kabupaten/Kota, penerapan rancangan peraturan daerah provinsi,
penetapan rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Bab sembilan mendeskripsikan tentang dalam bentuk apa saja peraturan
perundang-undangan diundangkan, dan di mana peraturan perundang-
undangan itu ditempatkan.

Bab sepuluh, bab ini membahas tentang bagaimana peraturan perundang-
undangan itu disebarluaskan. Penyebarluasan terdiri atas beberapa bagian
yang diantaranya penyebarluasan Prolegnas, Rancangan Undang-undang,
dan Undang-undang; Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; naskah yang
disebarluaskan.

Bab sepuluh A yang sebelumnya merupakan bab tambahan atas dasar
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yakni membahas tentang
Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Bab sebelas secara khusus membahas tentang Partisipasi Masyarakat.

Bab dua belas mengurai tentang Ketentuan Lain-lain.

Bab dua belas A atas dasar Undang-undang nomor 15 Tahun 2019 bahwa
terdapat penambahan bab di antara bab dua belas dengan bab tiga belas
yang kemudian disebut dengan bab dua belas A yang membahas tentang
Ketentuan peralihan.

Bab tiga belas merupakan Ketentuan Penutup.
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Dari keterangan di atas yang menyebutkan perubahan ataupun

perbaikan juga tidak dapat terhindari oleh macam bagian terstruktur dalam

naskah perundang-undangan, hal tersebut merupakan salah satu dampak dari

adanya perubahan terhadap muatan-muatan pasal di dalamnya, baik itu

dengan adanya perubahan total terhadap muatan pasal atau ayat maupun

dengan adanya penambahan pasal atau ayat baru di dalamnya. Berikut

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam undang-undang P3 yang

terbaru:

1.

Dalam hal penjelasan mengenai Pasal 5 huruf g, yang mana klausa atau
muatan dari Pasal 5 sebelumnya merupakan macam-macam asas yang
harus disandarkan para pembentuk peraturan perundang-undangan dalam
menyusun naskah. Sebelumnya muatan dari penjelasan Pasal 5 huruf g
berbunyi :

Huruf g
Yang dimaksud dengan ‘“‘asas keadilan” adalah bahwa setiap
Materi  Muatan  Peraturan  Perundang-undangan  harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara.
Kemudian dalam Undang-undang P3 yang terbaru diubah muatannya

sebagai berikut:

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau
peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai
kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan
informasi dan/atau memberi masukan pada setiap tahapan
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
dilakukan secara lisan dan /atau tertulis dengn cara daring
(dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).
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Hal demikian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak semata
untuk mengubah materi untuk mengimbangi materi muatan lainnya dalam
pembentukan undang-undang P3 yang terbaru ini, tetapi terlihat jelas
bagaimana perkembangan zaman lebih tepatnya perkembangan teknologi
juga turut andil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pengujian Rancangan Undang-undang yang dianggap tidak
sejalan atau dengan kata lain bertentangan dengan UUD NRI 1945
sebagai norma dasar (grundnorm) maka pengujian terhadap Rancangan
Undang-undang tersebut akan diuji langsung oleh MK. Klausa ini tepat
disebutkan pada Pasal 9, jika semula pada Undang-undang P3
sebelumnya hanya terdiri atas 2 ayat, namun dalam Undang-undang P3
terbaru terdapat penambahan sejumlah 4 ayat yang mana muatannya
mampu menyempurnakan keberadaan dari 2 ayat sebelumnya.
Dalam hal klausa muatan dari bagian ke enam tentang ‘“Perencanaan
Peratuan Perundang-undangan Lainnya” seperti yang disebutkan di atas
mengenai penanaman konsep omnibus dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan yang terbaru, terdapat penyisipan muatan baru yang
tertulis sebagai Pasal 42A, yang berbunyi:

“Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan

Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen

perencanaan.”
Dalam hal pendelegasian atau penugasan oleh Presiden Republik

Indonesia terhadap menteri dalam agenda pembahasan Rancangan
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Undang-undang bersama DPR, yang kemudian muatan dari Pasal 49 Ayat
(2) diubah sehingga berbunyi:
“Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas
Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventatisasi
masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.”
Dalam hal bagian kelima dalam Peraturan P3 yakni “Penyusunan
Peraturan Daerah Provinsi” tepatnya dalam Pasal 58 yang kemudian
diperbaharui menjadi:
(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD
Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga
yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD
Provinsi sebagaiman yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang
penyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Dalam pembaharuan ini, disebutkan lebih spesifik mengenai pihak yang
mengkoordinasikan dalam agenda pembentukan Peraturan Perundang-
undangan serta menyebutkan peran serta dari masing-masing instansi di
dalamnya.
Dalam hal penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan yang
disebutkan dalam Pasal 64 bahwa dalam penyusunannya harus dilakukan
sesuai dengan teknik penyusunan yang ditetapkan, dalam ketentuan Pasal

64 ini terdapat penyisipan 2 ayat yakni ayat (la) dan ayat (1b) sehingga

pasal berbunyi sebagai berikut:
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(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan.

(1.a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat menggunakan
metode omnibus.

(1.b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (la)
merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan
dengan:

a. memuat materi muatan baru;
b.mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan
dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai
Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya
sama; dan/atau
c.mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan
hierarkinya sama,
dengan menggabungkannya ke dalam satu  Peraturan
Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam hal rancangan undang-undang, di mana suatu rancangan undang-
undang yang telah disepakakati atau disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden apabila terdapat kesalahan pada kepenulisan dapat dilakukan
perbaikan atau revisi oleh pimpinan alat kelengkapan DPR serta menteri
yang masing-masingnya mewakili instansinya dalam pembahasan
Rancangan Undang-undang yang dimaksud. Sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 72 Ayat (1a) bahwa:
“Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan
oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan
Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh
kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.”
Dalam hal rancangan undang-undang perubahan tidak hanya terjadi pada

Pasal 72 Ayat (la) tetapi juga pada Pasal 73 yang hadir sebagai

penegasan mengenai muatan Pasal sebelumnya yakni mengenai prosedur
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terhadap hal yang sifatnya kondisional, seperti halnya yang disebutkan
pada Pasal 73 Ayat (3) bahwa:

“Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan
Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-
Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib
diundangkan.”

Seperti yang diketahui bahwa undang-undang P3 ini juga mengatur
tentang bagaimana regulasi-regulasi turunan akan diarahkan, diantaranya
terdapat klausa yang dalam pasal-pasal mengatur tentang Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, di mana dalam Pasal 78 Ayat (1)
yang berbunyi:
“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui
bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh
pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Provinsi.”
Yang kemudian dalam Undang-undang P3 yang terbaru terdapat
pembubuhan penjelasan dari Pasal 78 Ayat (1) hal ini tentu dilakukan
untuk menegaskan hal yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (1) di atas
sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan yakni kerancuan
akibat pemaknaan yang kurang jelas atau multitafsir. Yang demikian
penjelasannya menyatakan bahwa:
“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi antara lain di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, serta tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD
Provinsi dan gubemur wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh menteri
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum
ditetapkan. Contohnya, ketentuan mengenai kewajiban evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.”
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Dalam hal pengundangan yakni Pasal 85 yang secara historis telah
mengalami beberapa perubahan seiring perubahan yang dialami oleh
Undan-undang P3 sendiri, yang semula pada Undang-undang P3 yang
pertama, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pasal
85 berbunyi:
“Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum.”
Kemudian dengan adanya perubahan yang dicantumkan dalam Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2019 juga mempengaruhi isi muatan dari
Undang-undang P3, yakni pada Pasal 85 bahwa:
“Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan
oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pembentukan  Peraturan Perundang-
undangan.”

Terlihat bahwa perubahan yang tercantum dalam perubahan yang
pertama mengenai penjelasan lebih lanjut terhadap siapa yang melakukan
pengundangan dari Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia. Namun dalam perubahan Undang-undang P3
yang kedua Pasal 85 mengalami perubahan lebih lanjut, di mana terdapat
penambahan muatan sehingga dalam Pasal 85 terdiri atas dua ayat yang

muatannya lebih spesifik yakni dengan lebih mengarah pada maksud dari

Pasal 82 saja dari huruf a hingga ¢ pada ayat (1) dan pembahasan lebih
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lanjut terhadap Pasal 82 d dan Pasal 83 pada ayat yang selanjutnya. Pasal
85 pada Undang-undang P3 yang terbaru berbunyi:

(1) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
82 huruf a sampai dengan huruf ¢ dilaksanakan oleh menteri
yang menyelengarakan urusan pemerintahan di bidang
keseknetariatan negara.

(2) Pengundangan  Peraturan  Perundang-undangan  dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 82 huruf d dan Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh
menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

10. Dalam hal Naskah yang disebarluaskan, dalam Undang-undang P3

11.

sebelumnya telah diatur bahwa dalam Pasal 95 naskah peraturan
perundang-undangan dapat disebarluaskan yakni dalam bentuk salinan
naskah yang telah diundangkan yang mana dalam undang-undang P3
yang terbaru terdapat perubahan terhadap penjelasan atas Pasal 95 yag
semula dinyatakan sudah jelas, kini diubah menjadi:
Pasal 95:
Naskah Peraturan Perundang-undangan yang
deisebarluaskan. mudah  diakses oleh pemangku
kepentingan dan  seluruh masyarakat, termasuk
penyandang disabilitas.
Dengan adanya perubahan terhadap penjelasan atas Pasal 95
mencerminkan bahwa undang-undang P3 yang terbaru terbuka untuk
siapapun dan tidak mengkotak-kotakkan suatu kelompok sehingga
menjadikan ada jarak antar kelompoknya.

Dalam hal Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang

sebelumnya merupakan salah satu bab tambahan berdasarkan Undang-
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undang Nomor 15 Tahun 2019 yang muatan dari bab tersebut memuat
tentang penambahan terhadap proses pembentukan peraturan lebih khusus
pada proses pembentukan peraturan daerah yaitu tahap pemantauan dan
evaluasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang
dibuat telah memenuhi standar dan kualitas yang diperlukan. Yakni
terdapat perubahan atas ketentuan Pasal 95 ayat (3) di mana terdapat
penyisipan 2 ayat diantaranya ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang
legislasi.

(3a)Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang
perancangan Undang-Undang.

(3b)Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh
Pemerintah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang
menyelenggarakan = urusan pemerintahan di  bidang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan
melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.

Dalam hal menjadikan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan
makna demokrasi terdapat salah satu muatan yang dibuat khusus
mengenai partisipasi masyarakat yang demikian tercatat dalam Bab XI
dengan Pasal 96 sebagai muatan intinya. Sebelumnya dalam konsideran
menimbang telah disebutkan bahwa terdapat kalimat yang menunjukkan
bahwa partisipasi masyarakat mulai diperkuat disini. Jika dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat empat ayat yang termuat di dalam

Pasal 96, namun dalam ketentuan mengenai Pembentukan Peraturan
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Perundang-undangan yang terbaru Pasal 96 dimuat dengan muatan
sebagai berikut:

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/
atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang
terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas
materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan
masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap
Naskah Akademik dan/atau Rancangan  Peraturan
Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat.

(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan
menginformasikan kepada masyarakat tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembentuk  Peraturan = Perundang-undangan  dapat
melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b.  kunjungan kerja;

c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam
perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.

(8) Pembentuk  Peraturan = Perundang-undangan  dapat
menjelaskan  kepada masyarakat mengenai  hasil
pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan
Peraturan Presiden.

13. Dalam hal kedudukan dari Undang-undang P3 sendiri yang pada dasarnya

sebagai suatu peraturan krusial yang mengatur banyak peraturan-
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peraturan yang ada di bawahnya menjadikan keberadaan Undang-undang

P3 harus tetap pada efisiensinya sebagai suatu peraturan perundang-

undangan, yang demikian pada Pasal 97 yang semula pada Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan hanya terdiri atas Pasal 97 saja,

namun dalam Undang-undang P3 yang terbaru dalam Bab XII tentang

Ketentuan Lain-lain telah terjadi penambahan terhadap Pasal 97 bahwa

terdapat penyisipan empat pasal baru dalam Pasal 97 yang termuat

sebagai berikut:

Pasal 97A

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat
diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut
Peraturan Perundang-undangan tersebut.

(1)
()

€)

(4)

()

(6)

Pasal 97B
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat
dilakukan secara elektronik.
Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari
perencanaan  sampai  dengan - pengundangan dapat
menggunakan tanda tangan elektronik.
Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.
Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani
dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan
Perundang-undangan  yang  ditandatangani  secara
nonelektronik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  secara  elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
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Pasal 97C
Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan yang
telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21, Pasal 47 ayat (3), Pasal 48
ayat (1), Pasal 54 ayat (21, Pasal 55 ayat (21, dan Pasal 58,
kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan melakukan analisis dan evaluasi
PeraturanPerundang-undangan.

Pasal 97D

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan
Kepala daerah Provindi dan rancangan peraturan kepala daerah
Kabupaten/Kota

Tak hanya terkait perubahan yang terjadi pada Pasal 97 dalam bab yang
memuat ketentuan lain-lain tetapi juga terdapat perubahan atas
disisipkannya ayat terbaru diantara ayat (1) dan ayat (2) sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 98
(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  mengikutsertakan = Perancang  Peraturan
Perundang-undangan.
(la)Selain ~ Perancang  Peraturan  Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan
analis hukum sesuai dengan kebutuhan.
Masih dalam hal yang sama yakni mengenai Bab XII tentang ketentuan
lain-lain terdapat perubahan dengan menyisipkan Bab baru di antara Bab
XII dengan Bab XIII yakni Bab XIIA yang memuat perihal “ketentuan
peralihan” pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 selaku undang-

undang perubahan yang pertama terhadap Undang-undang P3,
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sebelumnya dalam  Pasal 99 pada Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 disebutkan bahwa:
Pasal 99
Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan
Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga
ahli.
Menindaklanjut penambahan Bab, hal ini juga menjadikan Pasal 99 turut
dirubah muatannya, diantaranya disisipkannya satu pasal diantara Pasal
99 dan Pasal 100 yaitu Pasal 99A. Dalam Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 selaku undang-undang P3 yang terbaru klausa yang memuat
mengenai ketentuan peralihan turut dirubah, yakni dengan diubahnya
muatan dari Pasal 99 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 99
Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan s6lagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan
Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan
Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan
tenaga ahli.
Dari perubahan tersebut Pasal 99 dalan undang-undang P3 yang terbaru
menggantikan kalimat “...mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.”
menjadi “...mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.” dengan
penjelasan sejelas-jelasnya mengenai yang dimaksud dari analis legislatif
dan tenaga ahli itu sendiri demikian tercantum pada lampiran penjelasan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa:
Pasal 99

Yang dimaksud dengan "analis legislatif" adalah aparatur
sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam
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pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi,
dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah tenaga ahli
pada alat kelengkapan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian berdasarkan uraian mengenai undang-undang P3 yang
terbaru ini dapat dikatakan bahwa dalam perubahan-perubahan di atas dengan
berbagai macam hal yang melatarbelakanginya tetap memiliki satu visi yakni
guna mencapai tujuan atau cita negara sebagai negara yang demokratis.

B. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selaras dengan pernyataan umum bahwa hukum adalah dinamis, di
mana hukum selalu mengikuti perkembangan masa, menjadikan hukum harus
terus menerus diperbaharui agar tetap efisien keberadaannya. Undang-undang
P3 misalnya, keberadaan peraturan perundang-undangan yang krusial dengan
pengaruh yang sangat luas dalam ranah peraturan perundang-undangan tentu
tak luput dari perubahan-perubahan sebagai  bentuk wupaya dalam
memperjuangkan cita negara sehingga dapat dicapai dengan meminimalisir
hal-hal yang tidak diinginkan atas hukum yang diberlakukan.

Dengan pernyataan bahwa politik dan hukum merupakan suatu
variabel yang saling berpengaruh dalam kajian politik hukum sehingga
menunjukkan bahwa keduanya merupakan hal yang sama-sama berdinamika

maka politik hukum merupakan salah satu penyebab dari dinamika itu.

Sebagaimana disebutkan oleh Satjipto Raharjo mengenai politik hukum
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bahwa dalam kajian politik hukum terdapat pertanyaan dasar yang senantiasa
timbul yang diantaranya pertama, apa tujuan yang hendak dicapai dengan
sistem hukum yang ada; Kedua, dengan cara apa saja dan mana saja yang
dirasa paling baik untuk bisa digunakan mencapai tujuan tersebut; Ketiga,
kapan hukum itu perlu diubah atau diganti dan melalui cara-cara apa
sebaiknya dilakukan; dan Keempat apakah bisa dirumuskan suatu pola yang
mapan yang bisa membantu untuk memutuskan proses pemilihan tujuan serta
cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.®

Sehingga politik hukum erat kaitannya dengan arah kebijakan yang
juga sebagai legal policy yang bermuara pada arah dan tujuan suatu produk
hukum, serta mencakup berbagai aspek yang meliputi latar belakang dan
lingkungan sekitar yang mempengaruhi suatu produk hukum. Dalam hal ini
adalah mengenai arah, tujuan, serta hal-hal yang mempengaruhi pembentukan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022.

Secara umum dapat diketahui bahwa keberadaan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 ini merupakan salah satu undang-undang yang
diundangkan guna merevisi beberapa aturan yang ada pada Undang-undang
yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan baik
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Undang-undang Nomor 15
Tahun 2019. Tidak seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang
sifatnya mencabut secara keseluruhan Undang-undang P3 sebelumnya, di sini

keberadaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 hanya sebagai

62 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), him. 398-399.
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penyempurna atas Pasal-pasal yang dianggap sudah tidak relevan atau
penambahan materi atas hal-hal yang mempengaruhi dari luar.

Pengundangan suatu peraturan perundang-undangan selaras dengan
keberadaan dari hal-hal yang melatarbelakanginya, seperti politik apa yang
melatarbelakangi pembentukannya sehingga arah tujuan dari undang-undang
tersebut dapat terlihat dengan jelas dan dapat direalisasikan dengan baik guna
mencapai tujuan bernegara itu sendiri. Dalam undang-undang P3 sendiri
sejatinya dibentuk dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan aturan
yang jelas tentang cara pembuatan, pengesahan, dan penyebarluasan peraturan
perundang-undangan di Indonesia.

Berbicara mengenai politik Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022
dapat dilihat dari keberadaan muatan materi dalam undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 dapat dikatakan bahwa politik hukum Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 secara keseluruhan dari perubahan atas 19 poin atas peraturan
mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan adalah guna
memperkuat sistem perundang-undangan di Indonesia, yakni peningkatan
kualitas proses legislasi, pengaturan mengenai tanggung jawab serta
kewenangan lembaga negara dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan, dan peningkatan transparansi dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
yang lebih kuat di dalamnya. Dimulai dari peningkatan kualitas proses
legislasi, selaku undang-undang yang mengatur tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan proses dalam pembentukan akan suatu
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peraturan berpengaruh luas pada bagaimana hasil produk hukum yang dibuat
oleh para lembaga negara yang berwenang, hal demikian suatu proses
pembentukan terus menerus mengalami perbaikan guna mengimbangi
perubahan pola pikir serta lingkungan yang dinamis untuk tetap menjadi suatu
produk hukum yang lebih efisien dalam mengatur segala aspek yang ada
dalam suatu negara. Terkait peningkatan kualitas proses legislasi dalam

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana telah

diuraikan di bawah.

1. Dalam hal penambahan konsep omnibus dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai
teknis - pembentukan peraturan perundang-undangan menggundangkan
metode omnibus. Peraturan terkait metode omnibus telah tercantum pada
beberapa pasal di antaranya:

a. Pasal 42 yang termuat dalam Bab empat bagian ke enam dari
undang-undang P3, dengan muatan yang menyebutkan bahwa:
“Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu
Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.”
Dari bunyi pasal 42A yang menyebutkan bahwa terdapat
penggunaan metode omnibus dalam penyusunan RUU yang terbaru,
perubahan ini dikatakan penting dan sangat berpengaruh

dikarenakan dengan adanya penerapan atas metode omnibus ini

akan menghasilkan pembuatan undang-undang yang lebih efektif,



86

efisien, serta mendukung upaya pemerintah untuk mendorong
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

b. Setelah menyebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan yang terbaru harus mencantumkan konsep
omnibus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42, selanjutnya diatur
pula dalam Pasal 64 Ayat (1a) dan (1b) bahwa keberadaan metode
omnibus dalam undang-undang P3 ini mampu memuat materi
muatan baru, dapat mengubah muatan materi yang saling berkaitan
satu sama lain dan/atau mengubah kebutuhan hukum yang telah
diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan jenis
dan hierarki yang sama, serta dapat mencabut peraturan perundang-
undangan dengan jenis dan hierarki yang sama untuk digabungkan
dalam satu peraturan.

c. Dengan muatan Pasal 97A yang menyebutkan bahwa:

“Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat
diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut
Peraturan Perundang-undangan tersebut.”
Maka demikian muatan materi yang menggunakan metode omnibus
hanya dapat diubah atau dicabut dengan peraturan perundang-
undangan yang menggunakan metode omnibus pula.

Peningkatan kualitas dalam proses legislasi juga jelas terlihat dalam

beberapa ketentuan yang di antaranya:

a. Ketentuan Pasal 72 Ayat (la) termuat dalam hal yang memuat

tentang rancangan undang-undang yang salah satunya adalah
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mengatur tentang perbaikan terhadap rancangan undang-undang

yang telah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR jika di

dalamnya terdapat kesalahan pada penulisan, demikian berbunyi:
“Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan
perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas
Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang
diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-
Undang tersebut.”

b. Ketentuan mengenai siapa saja yang dapat diikutsertakan dalam
proses = pembentukan peraturan  perundang-undangan, yang
menyebutkan bahwa dalam pembentukan' peraturan perundang-
undangan dapat mengikut sertakan analis hukum sesuai dengan
kebutuhan. Demikian tersebut keberadaan dari pembaharuan atas
Pasal 98 ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang secara
langsung menguatkan argumen Undang-undang Nomor 13 Tahun
2022 ini hadir untuk meningkatkan proses legislasi di Indonesia.

Pengaturan mengenai tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini

disebutkan pada Pasal 85 dengan mengubah muatan sebelumnya pada

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 yang semula disebutkan bahwa

pada tahap pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum beralih

menjadi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan
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Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana dituliskan dalam Pasal 85
sebagai berikut:
“Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83
dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan.”
Dalam hal membuat suatu peraturan perundang-undangan telah diketahui
bahwa terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk bisa
mengundangkan suatu RUU yang telah tercatat sebagai prolegnas,
selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini meliputi lima
tahap dalam pembentukannya, yakni: Perencanaan atau tahap inisiasi;
Tahap penyusunan yang merupakan proses pengembangan ide ke dalam
konsep-konsep hukum dan substansi materi yang akan diatur di dalamnya
hingga berbentuk naskah akademik; Tahap pembahasan, dalam tahap ini
setelah penyusunan atas materi Rancangan Undang-undang (RUU)
kemudian dibahas secara menyeluruh untuk kemudian apakan RUU
tersebut harus ditambahkan, diganti atau dihapus muatannya; Selanjutnya
adalah pengesahan terhadap RUU yang secara sah sudah memenuhi
kriteria sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Tahap pengundangan RUU yang sudah

sah atau bisa dikatakan sebagai Undang-undang sudah bisa

disebarluaskan dan diberlakukan secara umum dan mengikat.
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Selanjutnya dalam Undang-undang P3 terbaru terdapat
penambahan atas prosedur pembentukan perundang-undangan pada
Peraturan perundang-undangan Daerah Provinsi hingga tingkat
Kabupaten/Kota yakni mengenai proses pemantauan terhadap suatu
produk hukum daerah yang guna memastikan peraturan daerah yang
dibuat telah memenuhi standar dan kualitas yang diperlukan.

Demikian mengenai poin pemantauan dan peninjauan terhadap
suatu produk hukum daerah sebagaimana disebutkan dalam 95 ayat (3a)
dan ayat (3b) merupakan salah satu dari arah politik hukum Undnag-
undnag Nomor 13 Tahun 2022 guna memastikan bahwa produk hukum
yang dibuat telah memenuhi standar dan kualitas yang diperlukan, sengan
bunyi sebagai berikut:

(3a) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan yang khusus menangani bidang
perancangan Undang-Undang.

(3b) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang oleh
Pemerintah  sebagaimana = dimaksud pada ayat (2)
dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang
menyelenggarakan = urusan — pemerintahan di  bidang
Pembentukan  Peraturan ~ Perundang-undangan dengan
melibatkan menteri atau kepala lembaga yang terkait.

Dalam bab yang mengatur tentang ketentuan lain-lain terdapat
penambahan 4 pasal baru diantaranya Pasal 97A, 97B, 97C, dan 97D
dengan muatannya masing-masing. Pada Pasal 97A yang mengatur

tentang aturan sebagai tindak lanjut mengenai muatan dalam Pasal 42A

yakni penambahan metode omnibus di dalamnya.
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Berbeda dengan pasal 97A yang memuat aturan tambahan atas
metode omnibus, dalam pasal 97B yang terdiri atas enam ayat ini justru
memuat aturan yang mengatur mengenai teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan secara elektronik. Secara umum adanya
penambahan Pasal ini dimaksudkan untuk membuat suatu peraturan
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  fleksibel dengan
perkembangan yang sedang terjadi, hingga menjadikan agenda
pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi lebih efisien.

Selanjutnya dalam Pasal 97C memuat tentang aturan tambahan atas
perubahan yang terjadi pada pasal 95 terkait aturan mengenai pemantauan
dan peninjauan terhadap undang-undang yang mengatur tentang
pemantauan dan evaluasi

Dengan ' dikemukakannya suatu pendapat bahwa politik hukum
merupakan suatu elemen yang sangat menentukan arah suatu kebijakan
pembangunan nasional secara menyeluruh dan akan dilaksanakan dalam suatu
periode.> Di mana dengan adanya politik hukum yang mempengaruhi
pembentukan suatu produk hukum akan sangat berpengaruh atas hal-hal yang
akan terjadi kedepannya termasuk tujuan dalam pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan itu sendiri.

Tujuan atau arah kebijakan dari undang-undang P3 yakni Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2022 selanjutnya adalah mengenai perubahan yang

6 Sopiani dan Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undnagan” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 2, (Juni: 2020), hlm. 151.
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terjadi dalam hal rancangan undang-undang. Disebutkan dalam Pasal 72 Ayat
(1a) bahwa:
“Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh
pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan
Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh
kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.”
Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan ini merupakan salah satu
arah politik hukum perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011, yakni dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, sehingga dapat
memastikan bahwa peraturan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip
hukum dan kepentingan masyarakat dengan tidak menimbulkan adanya sesat
pikir yang diakibatkan oleh salah tafsir terhadap naskah perundang-undangan
yang terdapat salah penulisan. Perubahan atas Pasal 72 dalam undang-undang
P3 ini berperan dalam dua sektor yakni selain menguatkan politik hukum
yang pertama sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses legislasi tetapi
dalam pasal tersebut disebutkan juga mengenai pengaturan mengenai
tanggung jawab serta kewenangan lembaga mnegara dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan.
Politik hukum yang paling utama dalam diundangkannya Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2022 yakni peningkatan partisipasi publik dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat dapat

memberikan masukan dan saran yang berguna dalam merumuskan kebijakan

hukum yang lebih baik.



92

C. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait
Meaningful Participation

1. Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait Meaningful
Participation

Partisipasi masyarakat yang bermakna atau dikenal dengan
Meaningful participation kerap disebutkan dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan agar dapat terrealisasikan sehingga dapat
menjadikan suatu produk yang dibentuk dengan melibatkan meaningful
participation sebagai produk hukum yang demokratif atau responsif.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2022 bahwa partisipasi publik harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan
dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Kembali ke tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945
menjadikan suatu kebijakan publik yang dibuat harus bisa disebut sebagai alat
yang mampu mengantar negara menuju tujuan bernegara itu sendiri, sehingga
dalam suatu komunitas besar dengan sebutan negara masing-masing elemen
di dalamnya harus saling berkontribusi seperti halnya hak warga negara dalam
bepartisipasi atas proses legislasi oleh pihak yang berwenang dalam mengatur
peraturan atas pembentukan peraturan perundang-undngan.

Pernyataan mengenai “memperkuat keterlibatan dan partisipasi
masyarakat yang bermakna” dalam konnsideran menimbang poin b dapat

dikatakan benar jika pasal mengenai partisipasi publik dalam Undang-undang
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Nomor 13 Tahun 2022 dibandingkan dengan undang-undang Nomor 12

Tahun 2011 yang diantaranya:

Undang-undang
Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan

Muatan Pasal 96

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau

Undang-undang Nomor d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
12 Tahun 2011 (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah orang perseorangan atau
kelompok orang yang = mempunyai
kepentingan atas substansi Rancangan
Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam
memberikan masukan  secara lisan
dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), setiap Rancangan
Peraturan Perundang-undangan harus
dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan/ atau tertulis
dalam setiap tahapan Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian masukan masyarakat

Undang-undang Nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
13 Tahun 2022 dilakukan secara daring dan/atau luring.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan orang perseorangan
atau kelompok orang yang terdampak
langsung dan/atau mempunyai
kepentingan  atas  materi = muatan
Rancangan Peraturan Perundang-
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undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam
memberikan  masukan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah
Akademik dan/atau Rancangan
Peraturan Perundang-undangan, dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pembentuk

Peraturan Perundang-undangan
menginformasikan kepada masyarakat
tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pembentuk
Peraturan Perundang-undangan dapat
melakukan kegiatan konsultasi publik
melalui:

a. rapat dengar pendapat umum;

b. kunjungan kerja;

c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

(7) Hasil = kegiatan  konsultasi- publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi bahan pertimbangan dalam
perencanaan, penyusunan, dan
pembahasan  Rancangan  Peraturan
Perundang-undangan.

(8) Pembentuk  Peraturan  Perundang-
undangan dapat menjelaskan kepada
masyarakat mengenai hasil pembahasan
masukan  masyarakat  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

(9) Ketentuan lebih  lanjut mengenai
partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR,
Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah pemberian
akses kepada masyarakat untuk memberikan pendapat dan masukan dalam
proses pembentukan peraturan perundang-undangan, merujuk pada tabel

mengenai perbedaan antara Pasal 96 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun
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2011 dan Pasal 96 yang terbaru yakni perubahan yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 terlihat jelas bahwa masing-
masingnya memiliki muatan ayat yang sangat berbeda jumlahnya.

Jika dibandingkan mengenai muatan, dalam Pasal 96 pra-perubahan
maka disebutkan bahwa terdapat empat ayat termuat di dalamnya dengan
keseluruhannya menyinggung tentang bagaimana konsultasi publik itu
dilakukan diantaranya dalam Ayat (1) dapat dijelaskan bahwa penyampaian
masukan oleh masyarakat dapat dilakukan dengan dua macam bentuk
penyampaian secara lisan maupun tertulis, selanjutnya dalam penyampaian
masukan dapat dilakukan melalui empat macam forum atau secara
sederhananya para pejabat pembuat kebijakan dapat melakukan konsultasi
publik dengan beberapa macam pertemuan dengan masyarakat salah satunya
dengan melakukan diskusi dengan kelompok yang terfokus oleh RUU yang
sedang dibahas dan/atau sebagaimana disebutkan dalam Ayat (2) dari Pasal
96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadikan
sebuah konsep meaningful participation harus lebih efektif dalam menjamin
partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-
undangan.

Berbeda dengan Pasal 96 pra-perubahan, dalam Pasal 96 pasca
perubahan ini terlihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan dengan
adanya sembilan pasal yang termuat di dalamnya. Hal ini sebagaimana telah

disebutkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 yang
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menjelaskan bahwa keberadaan dari pembaharuan atas undang-undang P3 ini

dilakukan guna menyempurnakan muatan-muatan yang dirasa masih belum

kuat ataupun terstruktur. Salah satu muatan penyempurnaan di dalam

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah memperkuat keterlibatan dan

partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), uraian

mengenai peningkatan meaningful participation dapat dilihat dari:

a.

Tujuan adanya meaningful participation, yakni prinsip ini dilakukan
secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat
(hak didengar pendapatnya, hak dipertimbangkan pendapatnya, hak
mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diajukan) guna
menghasilkan suatu produk hukum yang responsif dan tidak otoriter.
Media yang digunakan dalam penyampaian masukan dari masyarakat.
Disebutkan dalam Pasal 96 Ayat (2) mengenai media yang digunakan
dalam proses penyampaian pendapat oleh masyarakat dapat terlihat lebih
luas jika dibandingkan dengan keberadaan aturan mengenai meaningful
participation sebelumnya. Di mana dalam undang-undang P3 yang
terbaru ini terdapat penambahan opsi media yakni secara langsung atau
luar jaringan (luring) dan media dengan perantara jaringan internet atau
dalam jaringan (daring).

Kegiatan konsultasi publik yang tercantum dalam undang-undang P3
terbaru menyatakan bahwa terdapat penambahan poin mengenai kegiatan
tersebut juga dapat ditemukan melalui kegiatan konsultasi publik lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hal yang membatasi masyarakat
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untuk melakukan pengajuan masukan untuk kemudian dipertimbangkan
dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

Siapa yang dimaksud masyarakat dalam Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang
perorangan yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan
atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan
penambahan makna mengenai arti kata kelompok orang yaitu
kelompok/organisasi masyarakat yang terdaftar di kementerian yang
berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas.

Dalam perubahan mengenai makna masyarakat yang dapat
terlibat dalam agenda konsultasi publik ini terdapat perubahan yang
signifikan di dalamnya, jika sebelumnya tidak mencantumkan “orang
perseorangan/ kelompok orang yang terdampak langsung” maka dalam
undang-undang P3 yang terbaru lebih dalam lagi mencantumkan
“penyandang disabilitas” dalam penjelasan terhadap ayat (3) sehingga
perubahan-perubahan signifikan ini mampu dan lebih menjamin adanya
hak masyarakat umum untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan.

Penegasan atas hak masyarakat untuk mendapat penjelasan atau jawaban
atas pendapat diajukan sebagaimana disebutkan dalam ayat (8) yang
selanjutnya dapat dibahas bersama kembali melalui dua media yang

disebutkan dalam Ayat (2) yakni secara luring maupun daring.
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Hak masyarakat untuk didengar dan diperhatikan pendapatnya
menegaskan bahwa masyarakat atau rakyat tidak hanya sekadar
diperbolehkan atau diperkenankan untuk berpendapat, tetapi pendapat
tersebut wajib didengar dan diperhatikan, khususnya dalam rangka
pembentukan Undang-Undang. Hal ini sejatinya merupakan upaya untuk
mengimbangi kepentingan pihak-pihak tertentu dalam pembentukan Undang-
Undang yang mana lazimnya suara dan aspirasi rakyat hanya secara formal
didengarkan.®* Demikianlah meaningful participation dalam proses legislasi
perlu ditingkatkan dan diperkuat keberadaannya yang juga mencerminkan
adanya salah satu prinsip good governance atas wujud kedaulatan dengan
mampu membuka ruang bagi masyarakat secara umum dalam semua
pembuatan maupun pengkritisan terhadap suatu kebijakan yang dilaksanakan
pemerintah negara Republik Indonesia.

Begitu pula dalam pandangan teori kontrak sosial yang di dalamnya
menyebutkan bahwa tiap individu-individu di dalamnya saling mengakui
mengenai hak dan kewajiban yang sama, di antaranya setiap individu di
dalamnya harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam
proses legislasi. Dalam konteks ini teori kontrak sosial dapat menjadi dasar
pemikiran yang kuat untuk mendukung partisipasi publik yang aktif dan
menyeluruh dari seluruh anggota masyarakat dalam proses legislasi
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 Ayat (2) beserta penjelasannya,

sehingga teori kontrak sosial ini dapat membantu membangun landasan moral

% Hesty Kartikasari dan Agus Machfud Fauzi, “Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan
Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum,” Doktrina: journal of law, Vol. 4,
No. 1, (2021), hlm. 43.
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yang kuat untuk mendorong partisipasi masyarakat yang bermakna
(meaningful participation) dalam kehidupan berdemokrasi.
Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Terkait Meaningful
Participation Perspektif The Ladder of Citizen Participation

Secara umum dengan adanya meaningful participation dalam proses
legislasi mampu meningkatkan prosentase pemerintah dalam menjalankan
visi negara untuk menuju misi yang telah dicitakan sebelumnya, yang
selanjutnya keberadaan meaningful participation merupakan aspek terpenting
dalam menjaga keutuhan suatu negara dengan menjunjung tinggi harkat
martabat manusia. Jika melihat hasil analisis mengenai politik hukum
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 terkait meaningful participation
sebelumnya yang menyatakan bahwa memperkuat meaningful participation
dalam proses legislasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
memperkuat demokrasi partisipatif dengan memberikan akses dan
keterbukaan dalam proses legislasi yang dimulai dari perumusan suatu
peraturan perundang-undangan. Maka selanjutnya dalam sub-bab ini akan
dibahas mengenai pandangan teori the ladder of citizen participation suatu
teori terkait partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sharen Arnstein.

Secara umum teori the ladder of citizen participation ini merupakan
suatu teori atau konsep yang mengklasifikasikan pada tangga atau tingkatan
apakah suatu partisipasi publik dalam proses legislasi berada. Dengan teori ini
maka spekulasi awal mengenai keberadaan partisipasi publik pada undang-

undang P3 dalam teori ini hanya berhenti di tangga informing saja meski
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dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 telah disebutkan bahwa

keberadan pembaharuan terhadap undang-undang P3 ini adalah untuk

memerkuat partisipasi yang bermakna atau meaningful participation yang

demikian akan terlihat jelas melalui analisis berikut.

No

Tingkat

Definisi

Kedudukan Undang-
undang Nomor 13 Tahun

2022

Manipulation

/Manipulasi

Tidak ada kesempatan
untuk masyarakat dan
keputusan tetap dibuat
oleh pihak berwenang
tanpa melibatkan atau
mempertimbangkan

pandangan masyarakat.

Therapy/

Terapi

Masyarakat sebatas

diberikan informasi
mengenai  keterkaitan

dalam penentuan suatu

keputusan dalam
pembentukan suatu
peraturan sebagai
bentuk  terapi  atas

kesalahan-kesalahan

Terdapat kata meaningful
participation yang mampu
membantahkan tiga
tingkatan pertama ini.

Di mana dengan adanya
ayat yang menyebutkan
bahwa hasil dari konsultasi
publik  baik

1tu  secara

daring maupun  luring

selanjutnya dapat dijadikan

sebagai bahan
pertimbangan dalam
perencanaan Peraturan

perundang-undangan,
sehingga masyarakat secara

umum dapat lebih leluasa
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atau isu-isu demokratis
sebelumnya, dan tetap

tidak ada partisipasi di

untuk menyampaikan

pendapatnya.

dalamnya.
Informing/ Masyarakat di  sini
Informasi hanya sebatas diberikan
informasi terkait
rencana atau
keputusaan publik
namun tidak diberi
kesempatan untuk
memberikan masukan
atau kritikan terhadap
keputusan tersebut.
Consultation/ | Masyarakat diberikan | Terdapat partisipasi publik
Konsultasi kesempatan untuk | di tingkat ini, hanya saja

memberikan  masukan

atau kritik terhadap
rencana atau keputusan
publik, tetapi keputusan
akhir tetap dibuat oleh

pihak yang berwenang.

dalam prosesnya partisipasi

publik  justru  mandek
sehingga tidak menjamin
tiga prasyarat utama dalam
partisipasi publik, yakni hak
didengar pendapatnya, hak

dipertimbangkan
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pendapatnya, hak mendapat
penjelasan atau jawaban
atas pendapat yang
diajukan.

Hal ini bisa dikatakan
belum  sesuai  dengan
kedudukan meaningful
participation dalam
Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 sebagaimana
disebutkan dalam Ayat (7),
sehingga hal ini memberi
kesempatan bagi
masyarakat untuk
memberikan pendapat dan
saran  terkait  kebijakan

ataupun program yang akan

diambil.

Placation/

Penentraman

Masyarakat bekerja
sama dengan pihak
yang berwenang dalam
proses pengambilan

keputusan publik.

Perihal partisipasi publik
dalam tingkatan ini dapat
dikatakan bahwa dalam
proses pengambilan

keputusan  oleh  pihak
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Keputusan dibuat
bersama-sama dengan
mempertimbangkan
pandangan masyarakat
namun kedudukan
suara masyarakat relatif
rendah
kemungkinannya untuk

dipertimbangkan dalam

suatu proses legislasi

Partnership/

Kerjasama

Masyarakat dan pihak
yang berwenang

bekerja  sama untuk

mencapai  kesepakatan
dalam proses
pengambilan keputusan
publik. Di antaranya
mengenai  pembagian
tanggung jawab dalam
proses legislasi berikut
dengan  penyelesaian

masalah di dalamnya.

berwenang di sini terdapat
amanat sebagaimana

diberikan oleh  undang-

undang P3 yang terbaru

mengenai  pihak  yang
berwenang diwajibkan
untuk melibatkan

masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan

tanpa terkecuali sehingga

meaningful — participation
dapat berlaku sebagaimana
mestinya.
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Delegated
power/
Delegasi

kekuasaan

Masyarakat ~ memilih

wakilnya untuk
menjadi  bagian dari
proses pengambilan
keputusan publik,

sehingga masyarakat di

sini berkedudukan
sebagai pihak yang
berwenang untuk
membuat keputusan
rencana dan rencana
tersebut kemudian
ditetapkan oleh
pemerintah.

Berbeda dengan tingkatan-
tingkatan sebelumnya yang
masih terdapat pembatasan
atas partisipasi yang
diberikan oleh masyarakat
dalam proses pengambilan
keputusan, di mana pada
tingkatan ~ ini  undang-
undang P3 terbaru ini
memberikan

cenderung

ruang  bagi  masyarakat
untuk terlibat secara aktif
dalam pembentukan
peraturan perundang-
undangan yang meliputi
tiap tahapnya, yakni
dimulai dari perancangan,
pembahasan RUU,
pengesahan, hingga

pengundangan.
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8 Citizen
control/
Kontrol

masyarakat

Masyarakat ~ memiliki
kendali penuh dalam
proses pengambilan
keputusan publik, di
antaranya masyarakat
memiliki kekuasaan
untuk  merencanakan,
melaksanakan dan

mengawasi  program

yang dibuatnya.
Sehingga dapat
dikatakan sebagai

tingkatan dengan rakyat

yang berdaulat.

Dari bagan tersebut dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan dari

undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai undang-undang P3 terbaru

mengenai partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation di

dalamnya secara teori telah menempati tangga delegated power dan citizen

control yakni tingkat tertingggi pada teori the ladder of citizen participation

yang terklasifikasikan dalam degrees of power atau tingkatan dengan

keberadaan rakyat yang berdaulat.




BAB IV
ANALISIS POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

A. Analisis Politik Hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perspektif Maslahah
Dalam Islam terdapat beberapa ilmu yang mengkaji tentang hukum
dan politik, dalam hal mengenai politik dan hukum dalam Islam memiliki
keterkaitan dengan magqdasid syari’ah di mana terdapat maksud dan tujuan
dalam mensyari’atkan sebuah hukum. Yakni dengan menelusuri beberapa
alasan-alasan logis yang bersumber dari sumber hukum Islam yang utama al-
Quran dan sunnah rasulullah untuk menyatakan bahwa hukum tersebut adalah
suatu maslahah bagi umat. Pada dasarnya hukum Islam dibangun dengan
pertimbangan yang sempurna oleh Sang pencipta. Tujuan utama
disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, guna
mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan kesulitan atau menarik
manfaat dan menolak kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat, yang
dalam istilah ushul fikih disebut dengan maslahah, karena dalam penetapan

suatu hukum dalam Islam haruslah bermuara kepada maslahat tersebut.
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Dari konsep magasid syari’ah yang diartikan sebagai tujuan atas
disyariatkannya hukum Islam yang disertai dengan beberapa sumber hukum
Islam selain al-Quran dan sunnah memiliki lima tujuan utama yang
diantaranya memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keberadaan
dari kelima tujuan utama dalam syariah merupakan sebuah cerminan atau
rujukan yang melekat pada kemaslahatan yang disebut sebagai prinsip dengan
mendatangkan maslahah dan menghindari mafsadat demi umat. Demikian
disebut dengan maslahah yang dapat dibedakan menjadi tiga strata, yaitu
kebutuhan primer (al-dharuriyat), sekunder (al-hajiyat), dan komplementer
(altahsiniyat).%

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali mengenai
maslahah yang pada dasarnya sebagai dalil dalam istimbat harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori
kebutuhan pokok (daririyyadf). Artinya, untuk menetapkan suatu
maslahah  tingkatannya  harus  diperhatikan, apakah  akan
menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (al-usil al-khamsah)
tersebut atau tidak;

2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan
pada dugaan (zan) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu

itu benar-benar mengandung kemaslahatan;

9 Afrdawati, “Stratifikasi al-Magashid al-Khamsah (Agama, jiwa, akal, dan harta) dan
Penerapannya dalam Maslahah”, Al-Qishthu, Vol. 13, No. 1 (2018) hlm.52.
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3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan
yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga
tidak boleh bersifat individual dan parsial;

4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum
Islam.®¢

Demikian jika dikaitkan dengan Politik hukum Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang demikian adalah memperkuat sistem perundang-undnagan di Indonesia
meliputi dari peningkatan kualitas proses legislasi, pengaturan mengenai
tanggung jawab serta kewenangan lembaga negara dalam proses legislasi, dan
upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan dengan = melibatkan meaningful = participation di
dalamnya.

Di sisi lain jika dikaji melalui dampak negatif dan positif dari politik
hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diantaranya adalah:

1. Positif
a. Sebagai upaya untuk menyempurnakan mekanisme pembentukan
peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan transparansi dalam proses legislasi, jika sebelumnya
proses konsultasi publik dalam proses lagislasi hanya berhenti pada

tangga informing, maka dalam hal ini undang-undang P3 terbaru ada

%Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal
Hukum Al-’Adalah, Vol. XII, No.1 (Juni: 2014), him.64.
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pada tangga citizen control, sehingga isu lampau seperti penolakan
omnibus law cipta kerja dapat dihindari untuk kedepannya

c. Dengan pengadopsian perkembangan zaman maka pembentukan atas
peraturan peundang-undangan menjadi lebih fleksibel dengan adanya
penggunaan  elektronik dalam  proses legislasi, sehingga
memudahkan para pembentuk maupun masyarakat umum dalam
agenda konsultasi publik untuk terlibat dalam proses legislasi.

d. Dengan adanya metode omnibus dalam proses legislasi mampu
mengatasi konflik peraturan peraturan perundang-undangan secara
efektif, efisien, dan cepat. Yang diantaranya dengan adanya upaya
pengharmonisasian kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan,
menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit, -memperbaiki
koordinasi antar lembaga yang terkait, serta memastikan jaminan
perlindungan dan kepastian hukum bagi pengambil kebijakan.®”

2. Negatif

a. Adanya penambahan metode omnibus dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan di dalamnya maka akan mengurangi intensitas
kepercayaan masyarakat terhadap undang-undang. Seperti yang
diketahui bahwa metode omnibus telah menarik perhatian
masyarakat khususnya kaum buruh dengan salah satu produknya
yakni Undang-undang Cipta kerja yang disebut banyak merugikan

kaum buruh sehingga atas dasar putusan MK/PUU-Nomor 91/XVIII/

67 ADCO LAW, “Omnibus law: Tujuan dan manfaatnya”,
https://adcolaw.com/id/blog/omnibus-law-tujuan-dan-manfaatnya, (Februari:2022), diakses
tanggal 20 Maret 2022.
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2020 produk omnibus tersebut dinyatakan sebagai produk legislasi
yang menyandang status inskonstitusional bersyarat sehingga
penggunaan metode omnibus dianggap perlu adanya.

b. Mengenai penggunaan metode omnibus yang mampu mencakup
segala hal dapat menyulitkan masyarakat awam dalam memahami
secara utuh ist dari undang-undang yang telah dibuat dengan metode
omnibus, selain itu juga dapat menyulitkan legislator untuk
sepenuhnya memahami implikasi dari RUU yang dibuat.

c. Dengan adanya penggunaan mekanisme pembentukan peraturan
perundang-undangan secara elektronik dapat menghambat kinerja
para legislator dikarenakan adanya penyesuaian terhadap proses
pembentukan secara elektronik.

d. Kurang efisien baik secara waktu maupun anggaran, hal ini
dikarenakan adanya keterlibatan publik yang berada pada tangga
control citizen dengan mekanismenya yang harus membahas lebih
lanjut mengenai aspirasi yang diajukan sehingga dalam
pembentukannya harus meluangkan waktu lebih banyak dan
anggaran yang tak sedikit pula.

Dengan adanya pemaparan atas dampak yang ditimbulkan dari
pembaharuan atas undang-undang P3 jika dikaji menggunakan perspektif
maslahah yang mementingkan adanya terwujudnya kemanfaatan demi
kepentingan bersama untuk menghindari adanya keburukan di kedepannya

maka demikian undang-undang P3, maka melihat sisi pentingnya atau sisi
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positif dari pengundangan undang-undang P3 terbaru bagi masyarakat tentu
menjadi suatu tolak ukur untuk membuktikan apakah undang-undang Nomor
13 Tahun 2022 ini dapat diuraikan dengan tujuan mencari kemaslahatan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, hal mengenai maslahatnya
undang-undang P3 ini dapat dilihat dari aspek maslahah. Maslahah dapat
dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam kegiatan sehari-
hari bila telah memenuhi syarat, dan berbanding lurus dengan adanya
penyetujuan atau kesepakatan atas pemeliharaan  maqgasid khamsah, serta
tidak melenceng dari kandungan al-Quran dan hadits.®

Adanya pembaharuan atas undang-undang tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan bukan tanpa sebab yang melatar belakanginya,
seperti halnya peningkatan atas partisipasi masyarakat yang sebelumnya tidak
memperlihatkan sisi keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses
legislasi hukum  nasional, dan didukung dengan fakta “untuk
menyempurnakan undang-undang P3 sehingga dapat dipastikan kualitas
produk hukum di Indonesia akan meningkat dilithat dari efisiensi dan
efektifitas dalam penyelesaian masalah” sehingga dapat dikatakan
pengundangan dari undang-undang P3 ini sama saja dengan perjalanan
menuju Indonesia yang lebih sejahtera.

Jika dilihat dari sisi maslahah, dengan adanya pembaharuan atas
undang-undang P3 tersebut bukan dalam hal pemerintah atas pelegalan

konsep omnibus yang kontroversial atas keberadaannya di kalangan

%  Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslaha Mursalah
terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” Jurnal Hukum
Keluarga Islam , Vol. 7, No. 1, (April:2022), hlm. 44.
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masyarakat umum, akan tetapi melihat sisi positif di dalamnya dan berbagai
pertimbangan bahwa pembaruan undang-undang P3 ini mencerminkan atas
upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui mekanisme
pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga kemaslahatan di
dalamnya haruslah maslahah yang hakiki bukan yang hanya berdasarkan
prasangka tetapi juga kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa suatu hukum
yang dianalisis menggunakan maslahah benar-benar membawa kemaslahatan
atau kemanfaatan dan menolak adanya kemudaratan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan,
pembaruan atas undang-undang P3 termasuk ke dalam maslahah al-
wahmiyyah, yakni kemaslahatan yang keberadaannya diperkirakan mampu
bermanfaat bagi umat manusia sehingga harus ada demi kebaikan di
kemudian hari. Sebagaimana yang dikutip dari kaidah fighiyah berikut:

Fladd Cls B 28wt 35
Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah®

Di sisi lain Imam al-Ghazali berpendapat mengenai maslahah yang
kemudian dapat dibenarkan keberadaannya maka dikatakan sah pada
seseorang kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan
hukum Islam) dan dipandang sah pula meskipun orang tersebut tidak
memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang kepala negara selama ia

mampu mengatur rakyatnya, menjaga stabilitas nasional, dipatuhi, dan

% Agus Mahfudin dan S. Moufan Dinatul Firdaus, “Analisis Teori Maslaha Mursalah
terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” Jurnal Hukum
Keluarga Islam , Vol. 7, No. 1, (April:2022), him. 47.
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disegani oleh rakyatnya.”’ Sehingga keputusan seorang presiden pada proses
diundangkannya Undang-undang P3 yang terbaru ini juga dapat dikatakan
sebagai maslahah hajjiyah, atau suatu konsep maslahat yang dengan
keberadaannya mampu menyangga kebutuhan pokok namun jika diabaikan
keberadaannya maka akan menimbulkan suatu resiko bagi kehidupan
bernegara.”!

B. Analisis Maslahah Terhadap Politik Hukum Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Terkait Meaningful Participation

Kedudukan maslahah sebagai suatu konsep utilitarianisme dalam
Islam merupakan salah satu substansi yang sangat penting, dengan
keberadaan dari konsep utilitarian atau kemanfaatan ini mampu menjalankan
lima tujuan hukum Islam atau magasid khamsah yang bertujuan melindungi
atau memelihara lima unsur kehidupan, yakni memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Sebagai suatu konsep kemanfaatan di sini maslahah
ditempatkan sebagai pisau analisis untuk menganalisis sisi maslahat dari
politik hukum dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam hal ini
terkait dengan keberadaan meaningful participation itu sendiri.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menunjukkan adanya

°Ahmad Munif, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali maslahah mursalah dan Relevansinya
dengan Pembaharuan Hukum (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2002), him. 113.
"ISuwarjin, Ushul Figh (Yogyakarta: Teras, 2012), him.143.
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peningkatan eksistensi partisipasi masyarakat bermakna yang mencakup pada
tiga prasyarat partisipasi masyarakat yakni masyarakat memiliki hak untuk
didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak
untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diajukan. Serta
hasil analisis politikk hukum Undang-undang P3 terbaru terkait dengan
meaningful participation perspektif teori the ladder of citizen participation
telah menempati tangga partisipasi tertinggi, yakni delegated power dan
citizen control.

Sehingga dengan adanya peningkatan atas partisipasi publik dalam
proses legislasi yang merujuk pada tujuan guna menghasilkan suatu peraturan
perundang-undangan yang responsif, maka konsep yang digunakan dalam hal
meaningful participation di sini adalah kebutuhan hajjiyah, yakni suatu
kemaslahatan yang bukan merupakan hal pokok tetapi dibutuhkan oleh
masyarakat sebagai penyangga dari kebutuhan pokok dan apabila diabaikan

maka akan menimbulkan resiko atau mafsadat bagi negara itu sendiri.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan adalah memperkuat sistem perundang-
undangan di Indonesia yang diantaranya peningkatan kualitas proses
legislasi, pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab serta
kewenangan lembaga negara dalam proses legislasi, dan peningkatan
partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation).
Kemudian undang-undang P3 terbaru mengenai meaningful participation
di dalamnya secara teori telah menempati tangga delegated power dan
citizen control yakni tingkat tertingggi pada teori the ladder of citizen
participation yang terklasifikasikan dalam degrees of power. Dengan kata
lain berada pada klasifikasi tingkatan dengan keberadaan rakyat yang
berdaulat sehingga kendali penuh dalam proses pengambilan keputusan
berada pada masyarakat.

2. Politik hukum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perspektif
maslahah dapat disimpulkan bahwa keberadaan dari undang-undang P3
terbaru ini mampu mercerminkan adanya kemaslahatan di dalamnya.
Kemaslahatan yang dimaksud dikelompokkan ke dalam kebutuhan

hajjiyah. Hal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan atau
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suatu konsep maslahat yang dengan keberadaannya mampu menyangga
kebutuhan pokok namun jika diabaikan keberadaannya maka akan
menimbulkan suatu resiko bagi kehidupan bernegara. Aspek yang
dimaksud adalah  keberadaan meaningful participation dalam Undang-
undang P3 yang apabila masih terdapat pada tingkat terendah tangga
partisipasi maka kualitas produk hukum di Indonesia akan merujuk pada
produk hukum yang otoriter sehingga dapat menimbulkan kemafsadatan

yang lain.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, maka adapun saran yang dapat
disampaikan terkait kepenulisan skripsi ini, yaitu perlunya meminimalisir
adanya dampak negatif dari perubahan undang-undang P3 yakni dengan
menerapkan sebagaimana mestinya meaningful participation yang disebutkan
baik dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVI1I1/2020 maupun undang-undang

P3 yang terbaru.
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